GUBERNUR NUSA TENG GARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 546/KEP/HK/2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

‘ Menimbang :

Mengingat :

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang
efektif dan efisien serta untuk meningkatkan kinerja
Aparatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya pada Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa
Tenggara Timur, diperlukan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;
bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan pada Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan ...



4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2017 Nomor 028) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28
Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2020 Nomor 44);

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77
Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara
Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA meliputi:
1. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA);

2. SOP Penyusunan Rencana Kegiatan dan
Anggaran (RKA);

3. SOP Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Pemerintah Daerah (LPPD);

4. SOP Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ);

5. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP);

SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);

SOP Penyusunan Laporan Tahunan;

8. SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan,
dan Semester;

9. SOP Pencairan Anggaran Belanja Tidak Langsung
(Gaji/Tunjangan);

10. SOP Pemungutan Retribusi Sewa Rumah Dinas,
Sewa Aula, dan lainnya,;

11. SOP SPM UP/GU/TU;

12. SOP Penanganan Surat Masuk;

13. SOP Penanganan ...

MNP
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43.

SOP Penanganan Surat Keluar;

SOP Pembentukan SK Tentang Tim Kerja;

SOP Penerbitan SK Tentag Tim Kerja,

SOP Pengajuan Surat Usulan Pensiun ASN;

SOP Pengajuan Surat Usulan Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil;

SOP Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan
Gaji Berkala;

SOP Penyelenggaraan Budaya Kerja;

SOP Pengajuan Surat Usulan Cuti Pegawai Negeri
Sipil;

SOP Pengurusan dan Pengendalian Naskah Dinas
Masuk (Arsiparis);

SOP Pengurusan dan Pengendalian Naskah Dinas
Keluar (Arsiparis);

SOP Disiplin PNS;

SOP Permohonan Informasi Publik;

SOP Pengelolaan Keberatan Pelayanan Informasi
Publik;

SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar
Informasi Publik;

SOP Pendokumentasian Informasi Publik;

SOP Penanganan Penerimaan Buku RAT,;

SOP Layanan Diklat Perkoperasian;

SOP Layanan Legalitas Koperasi;

SOP Layanan Perizinan Usaha Simpan Pinjam;
SOP Layanan Digitalisasi;

SOP Sosialisasi atau Penyuluhan Perkoperasian;
SOP Pengawasan Kelembagaan Koperasi;

SOP Penerapan Kepatuhan dan Sanksi;

SOP Registrasi dan Verifikasi User Online Data
System (ODS) Langsung Koperasi;

SOP Pembuatan Sertifikat NIK Koperasi;

SOP Penerbitan Pendirian Koperasi; )

SOP Pemeriksaan Kesehatan KSP/KSPPS;USPPS
Koperasi;

SOP Pelatihan Literasi Keuangan Bagi Pengurus
Koperasi Sektor Riil,

SOP Pelatihan Rantai Pasok Peternakan Sapi
Potong Berbasis Koperasi Sektor Riil;

SOP Pelatihan Strategi Koperasi Mengatasi
Kemiskinan Ekstrim;

SOP Rekomendasi Akses Pembiayaan LPDB Oleh
Koperasi,

44. SOP Pengelolaan ...




44,
45.

46.
47.
48.

SOP Pengelolaan Data dan Informasi UKM;

SOP Fasilitasi Layanan Konsultasi Hukum Bagi
Pelaku UKM;

SOP Pelaksanaan Pelatihan UKM;

SOP Pelayanan Perizinan UKM; dan

SOP Temu Kemitraan.

KEEMPAT : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KETIGA dilaksanakan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara
pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Tembusan:

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 23 Desember 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai deng
KEPALA B

aslinya
HUKYM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H

NIP. 196609181986021001



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP

01 Tahun 2025

Tanggal Pembuatan

02 April 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005-2025.
6. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi NTT Tahun 2013-2018.

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

3. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk. 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Keluar. 2. Komputer.
3. SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 3. Telepon/Faximile.
4. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan RENJA tidak sesuai prosedur, maka akan berdampak pada kualitas penyusunan
RKA dan DPA.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy .




Pelaksana Mutu Baku
Analis
No. Tahap Kegiatan : Subbagian Perencanaan, : Ket.
Sekretaris Keuangan Evaliiust dah Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Pelaporan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. |Menugaskan subbagian Keuangan untuk menyusun rencana kerja Agenda Kerja 15 menit Disposisi

2. |Menugaskan analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk mengumpulkan —— Disposisi 15 menit Disposisi
bahan penyusunan renja Kepala Dinas dari tiap-tiap bagian. é

3. |Mengumpulkan dan menyerahkan bahan penyusunan renja kepada subbagian H Disposisi 3 hari Bahan penyusunan rencana kerja
Keuangan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah , disposisi

4. [Menyusun konsep rencana kerja Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan \ 2 Bahan penyusunan rencana kerja Dinas 1 minggu Konsep rencana kerja Dinas

Menengah dan menyerahkan ke Sekretaris. i : Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, disposisi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
L“"l , disposisi

5. |Memeriksa konsep rencana kerja Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Konsep rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha 2 Jam Draf rencana kerja Dinas Koperasi,
Menengah. Apabila setuju memberi paraf dan menyampaikan kepada Kepala \ Tidak Kecil dan Menengah, disposisi Usaha Kecil dan Menengah ,

Dinas. Apabila tidak setuju mengembalikan kepada Subbagian Keuangan untuk disposisi
diperbaiki.

6. [Memeriksa draf rencana kerja Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan v Draf rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil 2 jam Draf rencana kerja Dinas Koperasi,
Menengah. Apabila setuju menyampaikan kepada Sekretaris untuk Tidak E dan Menengah , disposisi Usaha Kecil dan Menengah ,
mempersiapkan rapat pembahasan draf rencana kerja dan apabila tidak setuju disposisi
mengembalikan kepada subbagian Keuangan untuk diperbaiki.

Ya
L

7 |Menugaskan Subbagian Keuangan untuk mempersiapkan rapat pembahasan draf| Draf rencana kerja, disposisi 15 Menit Draf rencana kerja Dinas Koperasi,
rencana kerja Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Usaha Kecil dan Menengah ,

disposisi

8 [Mengundang para kabag, kasubag dan pejabat pelaksana untuk mengikuti rapat Draf rencana kerja, disposisi 15 Menit Draf rencana kerja Dinas Koperasi,
pembahasan draf rencana kerja yang dipimpin oleh kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ,

Usaha Kecil dan Menengah . undangan

9 |Rapat pembahasan draf rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan N Draf rencana kerja, undangan 2 Jam Draf rencana kerja Dinas Koperasi,
Menengah yang dipimpin oleh kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah > F"__"""’ Usaha Kecil dan Menengah, notulen
dan menugaskan Sub bagian Keuangan untuk menyempurnakan sesuai hasil rapat
rapat.

r

10 [Menyempurnakan draf rencana kerja sesuai notulen rapat dan menyampaikan h 4 Draf rencana kerja, notulen rapat 1 Hari Draf rencana kerja Dinas Koperasi,
kepada Sekretaris. Usaha Kecil dan Menengah , notulen

rapat

11 |Memeriksa hasil penyempurnaan draf rencana kerja. Apabila setuju memaraf dan \ Draf rencana kerja 2 Jam Draf rencana kerja Dinas
menyampaikan kepada kepala Dinas. Apabila tidak setuju dikembalikan kepada \ Tidak Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah
Subbagian Keuangan untuk memperbaiki. — , notulen rapat

12 |Memeriksa hasil penyempurnaan draf rencana kerja. Apabila setujul o Draf rencana kerja, notulen rapat 1 Jam Dokumen rencana kerja Dinas
menandatangani dan menyampaikan kepada Sekretaris. Apabila tidak setujul Tid Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

& i ¢ i ak
dikembalikan kepada Sekretaris untuk memperbaiki.

13 [Menyerahkan dokumen rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 4 Dokumen rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha 10 menit Dokumen rencana kerja Dinas
menengah kepada Subbagian Keuangan wuntuk didistribusikan dan Kecil dan Menengah Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
didokumentasikan.

14 [Menyerahkan dokumen rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Dokumen rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha 10 menit Dokumen rencana kerja Dinas
Menengah kepada analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk Kecil dan Menengah Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
didistribusikan dan didokumentasikan.

—
15 |Mendistribusikan dan Mendokumentasikan dokumen rencana kerja Dinas Dokumen rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha 1jam Dokumen rencana kerja Dinas

Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah .

Kecil dan Menengah

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
, bukti dokumentasi.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KOPERASI. USAHA KECIL DAN MENENGAH
SEKRETARIAT

SUBBAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP 02 Tahun 2025
Tanggal Pembuatan 02 April 2024
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1
2.

3.

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Memahami penyusunan program dan anggaran.
3. Menguasai komputer.

4. Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Keterkaitan :

Peralatan/periengkapan :

1l
2.

3.

SOP Penanganan Surat Keluar.
SOP Penanganan surat masuk.
SOP Penvusunan Rencana Keria (RENJA)

1. ATK.

2. Komputer.

3. Telepon/Faximile.
4. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka akan berdampak pada kualitas penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy .




Pelaksana Mutu Baku
: Analis Perencanaan,
o T Sekretaris Sabliagian evaluasi dan Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output s
Keuangan
Pelaporan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. |Menugaskan Subbagian Keuangan untuk menyusun Agenda Kerja 15 Menit Disposisi
rencana kegiatan dan anggaran (RKA) Dinas Koperasi, Mulai
Usaha Kecil dan Menengah. —

2. |Memerintahkan analis perencanaan, evaluasi dan Disposisi 15 menit Disposisi
perencanaan untuk menyiapkan bahan kelengkapan
penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dari tiap-tiap
bidang.

3. |Menyiapkan bahan kelengkapan penyusunan rencana Disposisi 2 Hari Bahan kelengkapan penyusunan
kegiatan dan anggaran dari tiap-tiap Bidang dan A 2 rencana kegiatan dan anggaran
menyampaikan kepada Subbagian Keuangan. ]r_ l (RKA) Dinas Koperasi, Usaha

" Kecil dan Menengah dari tiap-tiap
bagian.

4. |Menyusun konsep rencana kegiatan dan anggaran Dinas Bahan kelengkapan 3 Hari Konsep rencana kegiatan dan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kemudian \ penyusunan rencana kegiatan anggaran (Konsep RKA) Dinas
menyerakan kepada Sekretaris. |y dan anggaran (RKA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

j__’: Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Menengah dari tiap-tiap
bagian.

5. |Memeriksa konsep rencana kegiatan dan anggaran Dinas Konsep rencana kegiatan dan 1 Jam Draf rencana kegiatan dan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Apabila setuju \ anggaran (Konsep RKA) anggaran Dinas Koperasi, Usaha
memberi paraf dan menyampaikan kepada Kepala Dinas Tidak Dinas Koperasi, Usaha Kecil Kecil dan Menengah .

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah . Apabila tidak setuju dan Menengah
mengembalikan kepada Subbagian Keuangan untuk
diperbaiki. Ya

6 |Memeriksa draf rencana kegiatan dan anggaran Dinas Draf rencana kegiatan dan 1 Jam Rencana kegiatan dan anggaran
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Apabila setuju / anggaran Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
menandatangani dan menyampaikan kepada Sekretaris. Tidak Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah .

Apabila tidak setuju mengembalikan kepada sekretaris untuk Menengah .
diperbaiki.
1

7 |Menyerahkan rencana kegiatan dan anggaran Dinas 72 Rencana kegiatan dan 15 menit Rencana kegiatan dan anggaran
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kepada Subbagian anggaran Dinas Koperasi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Keuangan. Usaha Kecil dan Menengah . Menengah, disposisi

8 |Menyerahkan rencana kegiatan dan anggaran Dinas Rencana kegiatan dan 15 menit Rencana kegiatan dan anggaran
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kepada analis anggaran Dinas Koperasi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Usaha Kecil dan Menengah, Menengah, disposisi

I disposisi
st |
9 |Menggandakan, mendistribusikan dan mendokumentasikan. Rencana kegiatan dan 15 menit Rencana kegiatan dan anggaran

anggaran Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah,
disposisi

Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan
Menengah, bukti dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Nomor SOP 03 Tahun 2025

Tanggal Pembuatan 02 April 2024

Tanggal Revisi 04 Agustus 2025
Tanggal Efektif 04 Agustus 2025

Disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

vinsi Nysa Tenggara Timur, 4

/

SEKRETARIAT - At
SUBBAGIAN KEUANGAN = BR. D#%. Jusuf Lery Rupidara,M.Si
“NiIP~196608141988031018
Judul SOP Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah
(LPPD) . " ooet

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 1. ASN

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2. Pendidikan minimal S1.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor | 3. Memahami sistematika penyusunan laporan.

35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 4. Memahami tata naskah dinas.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.

2. SOP Penanganan Surat Masuk.

3. SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan,dan Semester
4. SOP Penyusunan Laporan Tahunan

1. ATK
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan LPPD tidak dipatuhi maka akan
berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan dan kualitas data/informasi
dalam LPPD yang tidak valid.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Analis
X Tahap Kegiat: K
" e Sekretaris SubBegen L emncanen, Kepala Dinas | Kelengkapan Waktu Output storengen
Keuangan Evaluasi dan
Pelaporan
1 2 3 4 5 6 4 8 9 10
1. |[Menugaskan Subbagian Keuangan untuk Agenda Kerja 15 menit  [Disposisi
mempersiapkan konsep laporan ' Mulai '
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah
(LPPD).
2. |Memerintahkan analis perencanaan, evaluasi \ Disposisi 15 menit  |Disposisi
dan pelaporan untuk mengumpulkan bahan
penyusunan LPPD dari tiap-tiap bidang untuk
diserahkan kepada Subbagian Keuangan.
3. [Mengumpulkan dan menyerahkan bahan J_._\ Disposisi 1 hari Bahan laporan,
penyusunan LPPD kepada Subbagian disposisi
Keuangan.
4. |Mengonsep LPPD kemudian menyerahkan r__\ Bahan laporan, 1 hari Konsep LPPD Dinas,
kepada Sekretaris. i—g disposisi disposisi
5. |Memeriksa konsep LPPD Jika setuju Konsep LPPD 1jam Draf LPPD Dinas,
menyampaikan kepada Kepala Dinas. Jika tidak \ Tidak Dinas, disposisi
setuju mengembalikan kepada Subbagian disposisi
Keuangan untuk diperbaiki )
a
6. [Memeriksa draft LPPD. Jika setuju \ Draf LPPD 1 jam LPPD Dinas, disposisi
menandatangani dan menyerahkan kepada fidak o~ Dinas,
Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan disposisi.
kepada Sekretaris untuk diperbaiki. Ya
7. |Menyerahkan LPPD kepada Subbagian LPPD Dinas, 10 menit |LPPD Dinas, disposisi
Keuangan untuk ditindaklanjuti. disposisi
8 [Menyerahkan LPPD kepada analis perencanaan, LPPD Dinas, 10 menit |LPPD Dinas disposisi
evaluasi dan pelaporan untuk ditindaklanjuti. | I disposisi
9 |Menggandakan, mendistribusikan dan L LPPD Dinas, 1jam LPPD Dinas, bukti
mendokumentasikan LPPD disposisi dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP 04 Tahun 2025
Tanggal Pembuatan 02 April 2024
Tanggal Revisi 04 A

Tanggal Efrektif

Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penvelenaaaraan Pemerintah Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan
. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur. .

2.

1. ASN, jujur, teliti, bertanggungjawab

2. Pendidikan minimal S1.

3. Memahami sistematika penyusunan laporan.
4. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Masuk. 2. Komputer.
3. SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, dan Semester. 3. Printer.

4. SOP Penyusunan Laporan Tahunan

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan LKPJ tidak dipatuhi maka akan
berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan dan kualitas data/informasi

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Analis
No. Tahap Kagiatan ; Subbagian | Perencanaan, . Keterangan
Sekretaris Keuangan Eokbuial dan Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Pelaporan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. [Menugaskan Subbagian Keuangan untuk Agenda Kerja 15 menit |Disposisi
mempersiapkan konsep laporan Keterangan ( Mulai ]
Pertanggungjawaban (LKPJ).
2. |Memerintahkan analis perencanaan, evaluasi Disposisi 15 menit |Disposisi
dan pelaporan untuk mengumpulkan bahan
penyusunan LKPJ dari tiap-tiap bagian dan ’—--1
menyerahkan kepada Subbagian Keuangan.
3. [Mengumpulkan dan menyerahkan bahan T 3 Disposisi 1 hari Bahan laporan,
penyusunan LKPJ kepada Subbagian L____J disposisi
Keuangan.
4. IMengonsep LKPJ kemudian menyerahkan Bahan laporan, disposisi 1 hari Konsep LKPJ Dinas
kepada Sekretaris. disposisi
5. [Memeriksa konsep LKPJ. Jika setuju \ Konsep LKPJ Dinas, 1jam Draf LKPJ Dinas,
menyampaikan kepada Kepala Dinas. Jika <\ Tidak disposisi disposisi
tidak  setuju = mengembalikan  kepada / Ya
Subbagian Keuangan untuk diperbaiki.
6. |[Memeriksa draft LKPJ. Jika setuju Draf LKPJ Dinas, 1 jam LKPJ Dinas, disposisi
menandatangani dan menyerahkan kepada Tidek disposisi.
Sekretaris. Jika tidak setuju dikembalikan
kepada Sekretaris untuk diperbaiki. %
a
7. |Menyerahkan LKPJ kepada Subbagian LKPJ Dinas, disposisi 10 menit |LKPJ Dinas
Keuangan untuk ditindaklanjuti. :
8 |Menyerahkan LKPJ kepada analis LKPJ Dinas, disposisi 10 menit  [LKPJ Dinas, disposisi
perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk
ditindaklanjuti.
9 |Menggandakan, mendistribusikan, dan LKPJ Dinas, disposisi 1jam Laporan LKPJ, bukti
mendokumentasikan LKPJ Dinas Koperasi, dokumentasi
Usaha Kecil dan Menengah.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Nomor SOP 05 Tahun 2025
Tanggal Pembuatan 02 April 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

04 Agusius. 2025
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SUBBAGIAN KEUANGAN Judul SOP Peny§§ L‘a ran Kingtja InstanSI Pemerintah (LKIP)
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Dasar Hukum : v

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. ASN.
2. Pendidikan minimal S1.
3. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK

2. SOP Penanganan Surat Masuk. 2. Komputer.

3. SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, dan Semester 3. Printer.

4. SOP Penyusunan Laporan Tahunan.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan LKIP tidak dipatuhi maka akan berdampak
pada ketidaktepatan waktu penyampaian LKIP dan kualitas data/informasi dalam LKIP yang
tidak valid.

Disimpan dalam bentuk Sofcopy dan Hardcopy.




No.

Tahap Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Sekretaris

Subbagian
Keuangan

Analis
Perencanaan,
Evaluasi dan

Pelaporan

Kepala Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

2

5

7

9

10

Menugaskan Subbagian Keuangan untuk
mempersiapkan konsep LKIP Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah .

Agenda Kerja

15 menit

Disposisi

Memerintahkan analis perencanaan, evaluasi dan
pelaporan untuk mengumpulkan bahan penyusunan
LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dari
tiap-tiap bagian.

L

Disposisi

15 menit

Disposisi

Mengumpulkan dan menyerahkan bahan penyusunan
LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
kepada Subbagian Keuangan.

o

Disposisi

10 hari

Bahan laporan,
disposisi

Mengonsep LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah kemudian menyerahkan  kepada
Sekretaris.

Bahan laporan, disposisi

1 hari

Konsep LKIP Dinas,
disposisi

Memeriksa konsep LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Jika setuju menyampaikan kepada
Kepala Dinas. Jika tidak setuju mengembalikan
kepada Subbagian Keuangan untuk diperbaiki.

Tidak

Konsep LKIP Dinas,
disposisi

1 jam

Draf LKIP Dinas,
disposisi

Memeriksa draft LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah. Jika setuju menandatangani dan
menyerahkan kepada Sekretaris. Jika tidak setuju
mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki.

Tidak

Ya

Draf LKIP Dinas, disposisi.

1 jam

LKIP Dinas

Menyerahkan LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah kepada Subbagian Keuangan untuk
ditindaklanjuti.

LKIP Dinas

10 menit

LKIP Dinas

Menyerahkan LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah kepada analis perencanaan, evaluasi dan
pelaporan untuk ditindaklanjuti.

LKIP Dinas

10 menit

LKIP Dinas

Menggandakan, mendistribusikan dan

mendokumentasikan LKIP Dinas.

A

Selesai

LKIP Dinas

1 jam

LKIP Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah , bukti

dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP 06 Tahun 2025

Tanggal Pembuatan 02 April 2024
Tanggal Revisi 04 Agustus 2025

| Tanggal Efektif 0
Disahkan oleh o L\

Judul SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguanan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Provinsi NTT Tahun 2013-2018

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

3.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.
3. Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk.
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

3. SOP Pengurusan Dan Pengendalian Naskah Dinas Masuk (Arsiparis)

1. ATK.
2. Komputer.

3. Telepon/Faximili.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Renstra Terlambat disusun dan disampaiakan kepada Gubernur akan berdampak pada kualitas
penyusunan RENJA, RKA/DPA dan dokumen perencanaan lainnya.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Usaha Kecil dan Menengah kepada Gubernur up. Kepala
BAPPEDA, mendistribusi copy RENSTRA kepada seluruh
bagian dan mengarsipkan.

l Selesai l

Usaha Kecil dan Menengah
dan Nota Dinas Pengantar

Kecil dan Menengah ,Nota Dinas
Pengantar, dan bukti dokumentasi

Pelaksana Mutu Baku
Analis
[No Tahap Kegiatan - . Subbagian Perencanaan, Keterangan
Kepala Dinas Sekretaris Keuangan Evaluasi dan Bidang Kelengkapan Waktu Output
Pelaporan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1"

1 |[Menelaah Surat Edaran Gubernur tentang Penyusunan Surat Edaran 15 menit Surat Edaran dan Disposisi
RENSTRA Perangkat Daerah dan mendisposisi kepada m
Sekretaris.

2 [Menelaah Surat Edaran Gubernur dan disposisi Kepala Dinas, Surat Edaran dan Disposisi 20 menit Surat Edaran, Disposisi dan
selanjutnya mendisposisi kepada Subbagian Keuangan untuk petunjuk
menyusun konsep RENSTRA l l

3 [Menelaah konsep Surat Edaran Gubernur dan disposisi | ST Surat Edaran, Disposisi dan 10 menit Surat Edaran, Disposisi dan
pimpinan selanjutnya menugaskan analis perencanaan, —— petunjuk petunjuk
evaluasi dan pelaporan untuk menyampaikan SE Gubernur ke
setiap Bidang.

4 |Mendistribusi SE Gubernur kepada seluruh bidang. I_L_"l Surat Edaran, Disposisi, 2 Minggu Surat Edaran Gubernur, diposisi

petunjuk dan data yang telah diolah

5 [Menyusun Konsep RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan v Surat Edaran Gubernur, 2 Minggu Konsep RENSTRA Dinas
Menengah dan menyampaikan kepada Subbagian Keuangan i I diposisi dan data yang telah Koperasi, Usaha Kecil dan

diolah Menengah
Mengumpulkan dan mengolah data dari tiap bagian kemudian 2
menyerahkan kepada Sekretaris. | l

6 |Mengadakan Rapat bersama seluruh Bidang untuk membahas v Konsep RENSTRA Dinas 2 Jam Konsep RENSTRA, Notulen rapat
Konsep RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah| [ — N| & N| = 3 = i | Koperasi, Usaha Kecil dan
dan menugaskan Kasubag untuk menyempurnakan sesuai hasil l Menengah
rapat. -

7 |Memperbaiki Konsep RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil Konsep RENSTRA Biro 3 Hari Konsep RENSTRA Dinas
dan Menengah sesuai hasil rapat, dan menyampaikan kepada by Koperasi, Usaha Kecil dan
Sekretaris. Menengah

8 |Memeriksa konsep RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan P ak Konsep RENSTRA Dinas 3Jam Draf RENSTRA Dinas Koperasi,
Menengah. Apabila setuju, memaraf dan disampaikan kepada — e Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Kecil dan Menengah
Kepala Dinas. Apabila tidak setuju, dikembalikan kepada w Menengah
Kasubag untuk memperbaiki.

9 |Memeriksa Draf RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan \ Tidak Draf RENSTRA Dinas 3 Jam Draf RENSTRA Dinas Koperasi,
Menengah. Apabila setuju, menandatangani dan diproses lebih < 7 Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Kecil dan Menengah dan
lanjut oleh analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan, Menengah dan Nota Dinas Nota Dinas Pengantar
Apabila tidak setuju, dikembalikan kepada sekretaris untuk Ya Pengantar
memperbaiki.

10{Menggandakan, menyampaikan RENSTRA Dinas Koperasi, RENSTRA Dinas Koperasi, 1 Jam RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Nomor SOP 07 Tahun 2025
Tanggal Pembuatan 02 April 2024
Tanggal Revisi 04 Agustus 2025

Tanggal Efektif
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Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Nusa Tenagara Timur.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Pendidikan minimal S1.
2. Memahami tata naskah dinas.
3. Memahami sistematika penyusunan laporan.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk. 1. ATK.

2 SOP Penanganan Surat Keluar., 2. Komputer.

3 SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, dan Semester 3. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan laporan tahunan tidak dipatuhi maka akan
berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan.

Disimpan dalam Soffcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Analis
: i i Keterangan
s T P Sekretaris SRR Perencar.\aan, Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output o
Keuangan Evaluasi dan
Pelaporan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Menugaskan Subbagian Keuangan untuk m Agenda Kerja 15 menit  |Disposisi
mempersiapkan konsep laporan tahunan. *
2. |Memerintahkan analis perencanaan, evaluasi l_—_—j/ Disposisi 15 menit | Disposisi
dan pelaporan untuk mengumpulkan bahan
penyusunan laporan tahunan dari tiap-tiap
bagian.
3. |Mengumpulkan, mengonsepkan, dan Disposisi 1 hari Bahan laporan, disposisi
menyerahkan bahan penyusunan laporan
tahunan kepada Subbagian Keuangan. TR
Memeriksa konsep laporan tahunan. Jika setuju Konsep laporan, disposisi 1jam Draf laporan, disposisi
menyampaikan kepada sekretaris. Jika tidak h 4 Tidak
setuju dikembalikan kepada analis perencanaan,
evaluasi, dan pelaporan untuk diperbaiki A
Ya
5. |Memeriksa konsep laporan tahunan. Jika setuju v Konsep laporan, disposisi 1 jam Draf laporan, disposisi
menyampaikan kepada Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah. Jika tidak setuju | Tidak |
dikembalikan kepada Subbagian Keuangan
untuk diperbaiki Ya
6. |Memeriksa draft laporan tahunan. Jika setuju Draf laporan, disposisi. 1 jam Laporan, disposisi
menandatangani dan menyerahkan kepada | 142k
Sekretaris. Jika tidak setuju dikembalikan untuk
diperbaiki.
7. |[Menyerahkan  laporan  tahunan kepada - Laporan, disposisi 10 menit  |Laporan, disposisi
Subbagian Keuangan é
8 [Menyerahkan laporan tahunan kepada analis Laporan, disposisi 10 menit  |Laporan, disposisi
perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
1
9 [Mendistribusikan dan  mendokumentasikan Laporan, disposisi 1 Jam Laporan tahunan Dinas

Laporan tahunan.

| S—

Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah , bukti
dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP 08 Tahun 2025

Tanggal Pembuatan 02 April 2024

Tanggal Revisi 04 Agustus 2025

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

2. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal S1.
2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
3. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk.
2. SOP Penanganan Surat Keluar.
3. SOP Penyusunan Laporan Tahunan

1. ATK.
2. Komputer.
3. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan laporan Bulanan, Triwulan, dan
Semester tidak dipatuhi maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian
laporan.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




No.

Tahap Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Sekretaris

Analis
Perencanaan,
Evaluasi dan
Pelaporan

Subbagian
Keuangan

KKepala Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

2

4 5

7

10

Menugaskan Subbagian Keuangan untuk

mempersiapkan konsep laporan.

Agenda Kerja

15 menit

Disposisi

Menugaskan analis perencanean, Evaluasi dan
Pelaporan untuk mengumpulkan bahan atau data
dukung peryusunan laporan dan menyusun
konsep laporan.

Disposisi

15 menit

Disposisi

Mengumpulkan bahan atau data dukung
kemudian menyusun konsep laporan dan
menyampaikan kepada Subbagian Keuangan

Disposisi

3 hari

Bahan laporan, disposisi

Memeriksa konsep laporan. Jika setuju
menyampaikan kepada Sekretaris. Jika tidak
setuju dikembalikan kepada analis perencanaan,
evaluasi dan pelaporan untuk diperbaiki.

Tidak

Ya

Bahan laporan
disposisi

1 jam

Konsep laporan, disposisi

Memeriksa konsep laporan. Jika setuju
menyampaikan kepada kepala Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah. Jika tidak setuju
dikembalikari kepada Subbagian Keuangan
untuk diperbaiki.

Memeriksa  draft
menandatangani dan

laporan.  Jika
menyerahkan

setuju
kepada

Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan| *=

kepada Sekretanis untuk diperbaiki.

Kornisep laporan
disposisi

1 jam

Draf laporan, disposisi

Draf laporan.

1 jam

Laporan disposisi

Menyerahkan laporan  kepada
Keuangan untuk didokumentasikan.

Kasubag

Laporan disposisi

10 menit

Laporan disposisi

Menyerahkan laporan
perencanaari, evaluasi
didokumentasikan.

kepada analis
dan pelaporan untuk

Laporan disposisi

10 menit

Laporan disposisi

Mendistribusikan dan mendokumentasikan

Laporan.

Laporan disposisi

20 menit

Laporan bulanan, triwulan
dan semester, bukti
dokumentasi




Nomor SOP 09 Tahun 2025

| Tanggal Pembuatan 02 April 2024

| Tanggal Revisi 04 Agustus 2025
/ ey Tanggal Efektif :

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Disahkan oleh

SEKRETARIAT i meoamgsqgsyq1 8> /i
SUBBAGIAN KEUANGAN Judul SOP PenéQ(r‘gn Anggmn aagnu Tidak Langsung (Gaji/Tunjangan)
\\ £ v (T
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana : N e f./:—"'

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelclaan Keuangan

Daerah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018-2022
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usahz Kecil dan Menengah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

1. PNS, jujur, teliti, dan bertanggungjawab.
2. Pendidikan minimal SLTA.
3. Memahami Cara Pengelolaan Keuarigan

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Bendahara Penerimaan 1. ATK.

2. SOP Bendahara UPGUTU 2. Komputer/laptop dan printer.
3. Telepon/Faximile.
4. DPA, TOR, RAB.
5. BKU.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat pelaksanaan kegiatan di Biro Organisasi.

Database Subbagian Keuangan, disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
P Taisp KegWaten o:;r'a(gar Bendahara Gaji l:(e a:aunt:agn Kelengkapan | Waktu Output e bt o

1 2 3 4 5 8 9 10 11

1. |Menginput SPP/SPM L.S Gaji/Kesra & Konsep 30 Menit |Hard Copy SIPKD
meneruskannya ke Bendahara SPP/SPM hasil (SPP/SPM)

periksa

2. |Merekonsiliasi angka yang telah diinput Hard Copy 15 menit |Hard Copy SIPKD
apabila setuju menyampaikan ke SIPKD (SPP/SPM) hasil
Subbagian Keuangan dengan Tidak (SPP/SPM) periksa
menandatangani kelerigkapan SPP
apabila tidak mengembalikan ke operator Ya
SIPKD

3. |Memeriksa SPP/SPM LS Gaji/Kesra. Thdak v Hard Copy 15 menit |Hard Copy SIPKD
Apabila setuju, memaraf dan meneruskan / SIPKD (SPP/SPM) hasil
ke Bendahara untuk disampaikan kepada < (SPP/SPM) periksa
pengguna Anggaran. Apabila tidak setuju \>
mengembalikan ke bendahara gaji untuk
diperbaiki.

4. |Menerima dan ditandatangani meneruskan ‘L SPP/SPM LS 10 menit |SPP/SPM LS
ke kasubag untuk menyelesaikan proses e Gaiji Gaji/Kesra sudah
pengajuan SPP/ SPM LS. . sah

5. |Menerima dan menugaskan bendahara l SPP/SPM LS 10 menit [SPP/SPM LS
untuk menindaklanjuti PM LS/Kesra Di - Gaji/Kesra sah Gaji/Kesra sudah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan sah
Menengah Provinsi NTT.

6 Mengajukan SPM LS Gaji/Kesra ke SPP/SPM 20 menit |SPP/SPM
BAKEUDA dan mendokumentasikan SPM \ diproses di UP/GU/TU sah
LS/Kesra Di Dinas Koperasi, Usaha Kecil BPPKAD

dan Menengah Provinsi NTT .

A Selesai




PEMERINTAH PROVINS| NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP

Tanggzl Pembuatan

Tanggzil Revisi

Tanggal Efektif
Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang - Undarig Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkcperasian

2. Undang - Undarig Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Ncmor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Admiriistrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa
Tenggara Timur .

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunzin
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

1. PNS, jujur, teliti, tanggung jawab.
2. Pendidikan minimal SLTA.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Bendahara Gaji
2. SOP Bendaharz Penerimaan

ATK.

Komputer/laptop dan printer.
Telepon/Faximile.

DPA, TOR, RAB.

BKU.

LU ol

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat pelaksanaan kegiatan di Biro
Organisasi.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual dokumen SPP UP/TU/GU.




Pelaksana Mutu Baku
e, Talip heglatan Bend-ahara Operator SIPKD Kelengkapan Waktu Qutput Relarangen
Penerimaan
1 2 3 4 5 6 7 8
1. |Menerima pembayaran tunai Kuitansi Sewa 5 Menit Kuitansi dan
sewa rurnah dinas dan sewa pembukuan
aula, mencatat dalam Buku penerimaan
Kas Penerimaan dan
menyetor ke BUD/Kas
Daerah
2 |Menginput dalam Aplikasi Bukti Setoran 15 menit Hard Copy dan Soft
SIPKD bukti setoran bank ey Bank Copy SIPKD
atas retribusi Dinas Selesai




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP 11 Tahun 2025

Tanggal Pembuatan| 02 April 2024

Tanggal Revisi 04 Agustus-2025-...
Tanggal Efektif Mﬁéﬂs#as\M& N

€Kbﬁerg§‘\ Usaha Kecil dan Menengah

Disahkan oleh

Tenggar \?nmur @

‘ =\

| DA DA Jusct Lekymlpldfara M.Si
iz Qeeoamseasmma

Judul SOP Pengajuan SWIGUIIU

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa

Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur .

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentaing Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

o

1. PNS, jujur. teliti, tanggung jawab.
2. Pendidikan minimal SLTA.

Keterkaitan :

Peralatan/periengkapan :

1. SOP Bendahara Gaji
2. SOP Bendahara Penerimaan

1. ATK.

2. Komputer/laptop dan printer.
3. Telepon/Faximile.

4. DPA, TOR, RAB.

5. BKU.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat pelaksanaan kegiatan di Dinas Koperasi, Usaha
Kecil, dan Menengah Provinsi NTT.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual dokumen SPP UP/TU/GU.




Pelaksana Mutu Baku

he. Tahag gistan Operator SIFPKD Bendahara |Kasubag Ksuangan ::';gg‘;';::: Kelengkapan Waktu Output Satwe-hget

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. |Menginput LFJ, SPP/SPM dan Konsep LPJ/SPP/SPM 3 Jam Konsep SPM/SPP
meneruskannya ke Bendahara UP/GU/TU SIPKD

2. |Merekonsiliasi angka yang telah Konsep SFM/SPP 1 jam Konsep SPM/SPP
diinput apabila setuju UP/GUITU SIPKD UP/GU/TU SIPKD
menyampaikzn ke Subbagian final
Keuangan dengan Tidak Ya
menandatangani kelengkapan \ :

SPP apabila tidak mengembalikan ‘/
ke operator SIPKD

3. [Memeriksa SPP/SPM UP/GU/TU. ¥ SPP/SPM UP/GU/TU 15 menit SPP/ISPM
Apabila setuju, memaraf dan \ UP/GU/TU
menyampaikzn ke PA. Apabila |__Tidak |
tidak setuju mengembalikan ke / o
bendahara untuk diperbaiki. /

4. |Memeriksa dan Mengoreksi SPP/ SPP/SPM UP/GU/TU 10 menit SPP/SPM
SPM UP/GU/TU. Apabila Setuju Tidak UP/GU/TU sudah
menandatangani dan “' sah
Menyerahkan kepada Kasubag /

Keuangan dan ditindaklanjuti. \
Apabila tidak setuju maka

dikembalikan kepada Kasubag

untuk diperbaiki.

5. |Menerima dan menugaskan SPP/SPM UP/GU/TU sah 10 menit SPP/SPM
bendahara urtuk menindaklanjuti e UP/GU/TU sah
SPM UP/GU/TU. I - :]

6 |Mengajukan SPM UP/GU/TU ke SPP/SPM UP/GU/TU sah 20 menit SPP/SPM

BAKEUDA dzn
mendokumentasikan SPM
UP/GU/TUDI Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi NTT .

UP/GU/TU sah




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP

12 Tahun 2025

Tanggal Pembuatan
anggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

2. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga | 3. Menguasai Komputer.
Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK
2. Buku Agenda Surat Masuk.
3. Komputer
4. Aplikasi Srikandi
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila pengelolaan administrasi surat masuk terlambat maka akan berdampak pada terlambatnya
tindaklanjut surat masuk.

Pada Buku Agenda Surat Masuk.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Pengadministrasi | Kepala fepdis Sib Begian Ket
< Sekretaris | Kepegawaian dan Kelengkapan Waktu Output ;
umum Dinas
Umum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 |Menerima surat masuk, mengagendakan surat dalam Buku Agenda 5 menit |Surat masuk dan

buku agenda surat masuk, memasang lembar disposisi Surat masuk dan lembar Disposisi

dan meneruskan kepada Kepala Dinas. lembar disposisi

2 |Menelaah, mendisposisi surat masuk dan memberikan Surat masuk dan [ 10 menit |Surat masuk dan
petunjuk kepada Sekretaris/Kabid yang dituju untuk I lembar Disposisi Disposisi
ditindaklanjuti dan dikembalikan ke pengadministrasi
umum.

3 |Mencatat disposisi kadis dan meneruskan ke sekretaris Surat masuk dan 5 menit [Surat masuk dan
yang dituju. Disposisi Disposisi

4 |Menelaah dan mendisposisi surat kepada Kabid untuk Surat masuk dan | 10 menit |Surat masuk dan
ditindaklanjuti dan dikembalikan ke pengadministrasi I Disposisi Disposisi
umum. S —

5 |Mencatat disposisi Sekretaris dan meneruskan ke Surat masuk dan 5 menit [Surat masuk dan
kasubag yang dituju. Disposisi Disposisi

6 [Menindaklanjuti disposisi Sekretaris terkait surat masuk Surat masuk dan 1Jam [Dokumen

dan mendokumentasikan.

Disposisi

Tindaklanjut, bukti
dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP 13 Tahun 2025

Tanggal Pembuatan 02 April 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

2. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018-2022.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.
3. Menguasai Komputer.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk. 1. Komputer.
2. ATK.
3. Buku Agenda Surat Keluar.
4. Stempel.

Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila surat keluar tidak diproses sesuai SOP maka akan berdampak pada terlambatnya tindaklanjut
surat keluar.

1. Pada Agenda Surat Keluar.

2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
No Tahap Kegiatan ¥subag Pengadministrasi Kepala Keterangan
; Kepeg dan Sekretaris . Kelengkapan Waktu Output
Umum Dinas
umum
1 2 3 4 5 6 7 . 9 10
1. |Memerintahkan pengadministrasi umum untuk Disposisi Surat 5 menit [Disposisi Surat
menyiapkan bahan kelengkapan surat keluar @ masuk/petunjuk masuk/petunjuk
dan menyerahkan kepada kasubag. atasan atasan
2. |Menyiapkan bahan kelengkapan surat keluar, Disposisi Surat 30 menit (Bahan
menyusun  konsep surat keluar dan T masuk/petunjuk kelengkapan
menyerahkan kepada Kasubag. L_:_] atasan surat keluar dan
konsep surat
keluar
3. |Mengoreksi konsep surat keluar. Apabila Bahan 20 Menit |Konsep surat
setuju, memaraf dan disampaikan kepada ’\ e kelengkapan keluar
Sekretaris. Apabila tidak setuju dikembalikan -~< e surat keluar dan
kepada  pengadministrasi umum  untuk konsep surat
memperbaiki. keluar
Ya
4. |Mengoreksi konsep surat keluar. Apabila Konsep surat 20 menit |Draf surat keluar
setuju, memaraf dan disampaikan kepada keluar
Kepala Dinas. Apabila tidak setuju Tidak N |
dikembalikan  kepada  Kasubag  untuk ~N"
memperbaiki.
5. [Menelaah dan mengoreksi draf surat keluar. Draf surat keluar | 10 menit |Surat keluar
Apabila setuju, diparaf dan diteruskan kepada _—
Pengadministrasi umum dan apabila tidak - < >
setuju dikembalikan kepada Sekretaris untuk N
diperbaiki.
6. |Mengagendakan, mendistribusikan dan Surat keluar 10 menit |Surat keluar dan

mengarsipkan.

l Selesai l

dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
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SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP 14 Tahun 2025

Tanggal Pembuatan 02 April 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Birokrasi.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk
2. SOP Penanganan Surat Keluar
3. SOP Penerbitan SK tentang Tim Kerja

1. ATK
2. Buku Agenda Surat Masuk

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Pembentukan Tim Kerja tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada terhambatnya
pelaksanaan Tugas di Dinas Koperasi UKM Provinsi NTT

Pada Buku Agenda Surat Keluar




Pelaksana Mutu Baku
s Kasubag i
o, “elp Reg atn Kepala Dinas Sekretaris Kepegawaian & Penga'jlmlmstrasi Kelengkapan Waktu Output Heicangen
Umum it
Menugaskan Sekretaris Untuk Menyusun Agenda Kerja, 10 menit |Agenda Kerja,
Konsep Surat Tugas tentang Tim Kerja @ Pengajuan Sukarela Pengajuan
Sukarela,
Disposisi

2 |Menugaskan Kasubag Kepegawaian dan Agenda Kerja, 10 menit |Agenda Kerja,
Umum untuk menyusun Konsep Surat Tugas Pengajuan Sukarela, Pengajuan
tentang Tim Kerja Disposisi Sukarela,

3 |Menyusun Konsep Surat Tugas tentang Tim 2 Agenda Kerja, 2 jam Konsep Surat
Kerja dan menyampaikan kepada Sekretaris II_- l Pengajuan Sukarela, Tugas tentang
untuk dikoreksi Ya Disposisi Tim Kerja

4 |Memeriksa Konsep Surat Tugas tentang Tim Konsep Surat Tugas 1jam Konsep Surat
Kerja, apabila disetujui disampaikan Kepala /,"\ Tidak tentang Tim Kerja Tugas tentang
Dinas, Apabila tidak disetujui dikembalikan ke - Tim Kerja
Kasubag Kepegawaian dan Umum untuk \'1/
diperbaiki =

5 |Memeriksa Konsep Surat Tugas tentang Tim Tidak Konsep Surat Tugas 30 menit  |Surat Tugas
Kerja Apabila Setuju di tandatangani dan tentang Tim Kerja tentang Tim Kerja
disampaikan kepada Kasubag Kepegawaian
dan Umum untuk didistribusikan, apabila tidak
setuju dikembalikan ke Sekretaris untuk
diperbaiki

6 |Memerintahkan Pengadministrasi Umum untuk 1 Surat Tugas tentang 30 menit |Surat Tugas
mendistribusikan Surat Tugas kepada Tim B Tim Kerja tentang Tim Kerja
Kerja [:‘:

7 |Mengagendakan, mengarsipkan dan Surat Tugas tentang 2 jam Surat Tugas
mendistribusikan Surat Tugas kepada Tim Tim Kerja tentang Tim Kerja
Kerja
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Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di

Linakunaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenaaara Timur.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Birokrasi.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanaanan Surat Masuk
2. SOP Penanganan Surat Keluar

3. SOP Pembentukan SK tentang Tim Kerja

1. ATK
2. Buku Agenda Surat Masuk

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Pembentukan Tim Kerja tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada
terhambatnya pelaksanaan Tugas di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada Buku Agenda Surat Keluar




Tahapan Kegiatan

Menukgaskanﬁéék’reta'risvUntuk Mehyusun Kbnsep S

Pelaksana Mutu Baku
Kasubag Keterangan
Kepala Dinas Sekretaris Kepegawaian | Pejabat Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
: & Umum
5 1 9

gendr-:l ker]a, engajkuanr

10 ménit

Agenda kerjé, Péngajuaﬁ Sukaréla,

tentang Tim Kerja Sukarela Disposisi
Menugaskan Kasubag Kepegawaian dan Umum Agenda Kerja, Pengajuan 10 menit Agenda Kerja, Pengajuan Sukarela,
menyusun Konsep SK tentang Tim Kerja Sukarela, Disposisi Disposisi
Menyusun Konsep SK tentang Tim Kerja dan ! Agenda Kerja, Pengajuan 2 jam Konsep SK tentang Tim Kerja
menyampaiakan kepada Sekretaris untuk dikoreksi | s Sukarela, Disposisi
Ya l/i \ TN AR
Memeriksa Konsep SK tentang Tim Kerja, apabila Konsep SK tentang Tim 1jam Konsep SK tentang Tim Kerja
disetujui disampaikan Kepala Dinas, Apabila tidak /'\ Tidak Kerja
disetujui dikembalikan ke Kasubag Kepegawaian dan . >
Umum untuk diperbaiki Ya \(/
Memeriksa Konsep SK tentang Tim Kerja Apabila Setuju Konsep SK tentang Tim 30 menit SK tentang Tim Kerja
di tandatangani dan disampaikan kepada Kasubag Tidak Kerja
Kepegawaian dan Umum untuk proses penetapan SK. \
Apabila tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris .
Dinas untuk diperbaiki
Menerima SK dari Kepala Dinas dan memerintahkan SK tentang Tim Kerja 10 Menit SK tentang Tim Kerja
Pejabat Pelaksana untuk mendistribusikan ke Tim Kerja
Mengagendakan, mengarsipkan dan mendistribusikan ke SK tentang Tim Kerja 2 jam SK tentang Tim Kerja

Tim Kerja
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Judul SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan
2. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018-2022.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk.
2. SOP Penanganan Surat Keluar

1. ATK.
2. Komputer/Printer.

3. Buku Agenda Surat Keluar.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

1. Apabila pengelolaan administrasi surat masuk terlambat maka akan berdampak pada
terlambatnya tindaklanjut surat masuk.

2. Kelengkapan administrasi usulan pensiun diterima oleh BKD paling lambat 6 bulan sebelum
jatuh tempo pensiun pegawai.

Pada Buku Agenda Surat Masuk.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kasubag Kepeg| Pengelola Keterangan
Sekretaris i aaiin Kepegawaian Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Menugaskan Kasubag untuk Agenda kerja 15 Menit Disposisi/penugasan Terkait SOP
menginventarisir dan memproses ASN pada Penanganan Surat
Dinas yang telah memenuhi syarat waktu l Mulai l Masuk
untuk Pensiun.
2 |Menugaskan pengelola kepegawaian | Disposisi/penugasan 10 Menit Disposisi/penugasan
menyiapkan administrasi usulan pensiun L[
bagi ASN pada Diskop.
3 |[Menyusun konsep surat usulan pensiun Disposisi/penugasan 2 Jam Konsep surat usulan pensiun
disertai  lampiran  kelengkapan/berkas I dan lampiran berkas ASN
pensiun ASN dan disampaikan kepada L_:]
kasubag. Ya 1
4 |Memeriksa konsep surat usulan pensiun dan Tidak Konsep surat usulan 20 Menit Konsep surat usulan pensiun
lampiran berkas ASN. Apabila setuju, ‘\ pensiun dan lampiran dan lampiran berkas ASN
memaraf dan menyampaikan ke Sekretaris. / berkas ASN
Apabila tidak setuju, dikembalikan kepada \/
pengelola kepegawaian untuk diperbaiki.
5 |Memeriksa konsep surat usulan pensiun dan ¥ Konsep surat usulan 20 Menit Konsep surat usulan pensiun
lampiran berkas ASN. Apabila setuju, \ Tidak pensiun dan lampiran dan lampiran berkas ASN
memaraf dan menyampaikan kepada —)< / berkas ASN
Kepala Dinas. Apabila tidak setuju,
dikembalikan kepada Kasubag i
Kepegawaian dan Umum untuk diperbaiki.
6 |Memeriksa konsep surat usulan pensiun dan Konsep surat usulan 20 Menit Surat usulan pensiun dan
lampiran berkas ASN. Apabila setuju, \ pensiun dan lampiran lampiran berkas ASN
menandatangani dan diproses lebih lanjut Tidak / berkas ASN
oleh pengelola kepegawaian. Apabila tidak
setuju, dikembalikan kepada Sekretaris s
untuk diperbaiki. l =
7 |Memproses surat usulan pensiun ASN ke Surat usulan pensiun 1 Jam Surat usulan pensiun dan

BKD dan mengarsipkan.

Selesai

dan lampiran berkas
ASN

lampiran berkas ASN
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Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

2. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenagara Timur

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap || Periode 2018-2022

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

‘ Provinsi Nusa Tenggara Timur_

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Komputer.
3. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk. 1. Komputer.

2. SOP Penanganan Surat Keluar. 2. ATK.
3. Buku Agenda Surat Keluar.
4. Stempel.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila surat keluar tidak diproses sesuai SOP maka akan berdampak pada terlambatnya tindaklanjut
surat keluar.

1. Pada Agenda Surat Keluar.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
< Kasubag
i T Sansten Kepala Dinas Sekretaris Kepegawaian | Pengadministrasi Kelengkapan Waktu Output St
dan Umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Menelaah dan mendisposisi SE Kepala BKD Surat Edaran 15 Menit Surat Edaran dan Disposisi| Terkait SOP
tentang Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Mulai I Penanganan Surat
kepada Sekretaris. Masuk
2 |Menelaah disposisi Kepala Dinas dan ] Surat Edaran dan 10 Menit Surat Edaran, Disposisi
menugaskan Kasubag Kepegawaian dan Disposisi dan petunjuk
Umum untuk menyiapkan Usulan Kenaikan
Pangkat Pegawai.
3 |Menelaah disposisi pimpinan dan ' Surat Edaran, 10 Menit Surat Edaran, Disposisi
menugaskan pengadministrasi untuk H Disposisi dan dan petunjuk
menyiapkan administrasi usulan kenaikan [:___I petunjuk
pangkat bagi ASN.
4 |Menyusun konsep surat usulan kenaikan Surat Edaran, 2 Jam Konsep surat usulan
pangkat disertai lampiran kelengkapan/ A Disposisi dan kenaikan pangkat dan
berkas kenaikan pangkat ASN dan |_: petunjuk lampiran berkas ASN
menyampaikan kepada Kasubag L_7
Kepegawaian dan Umum.
5 [Memeriksa konsep surat usulan kenaikan \ Konsep surat usulan 20 Menit Konsep surat usulan
pangkat dan lampiran berkas ASN. Apabila /\ hat kenaikan pangkat kenaikan pangkat dan
setuju, memaraf dan menyampaikan ke = dan lampiran berkas lampiran berkas ASN
Sekertaris. Apabila tidak setuju, dikembalikan \/ ASN
kepada pengadministrasi untuk diperbaiki. M
6 |[Memeriksa konsep surat usulan kenaikan Konsep surat usulan 20 Menit Konsep surat usulan
pangkat dan lampiran berkas ASN. Apabila f kenaikan pangkat kenaikan pangkat dan
setuju, memaraf dan menyampaikan kepada /\ Tidak dan lampiran berkas lampiran berkas ASN
Kepala Dinas. Apabila tidak setuju, ASN
dikembalikan Kepada Kasubag Kepegawaian Ya \/
dan Umum untuk diperbaiki. /
7 |[Memeriksa konsep surat usulan kenaikan v Konsep surat usulan 20 Menit Surat usulan kenaikan
pangkat dan lampiran berkas ASN. Apabila \ Tidak kenaikan pangkat pangkat dan lampiran
setuju, menandatangani dan diproses lebih dan lampiran berkas berkas ASN
lanjut oleh Pengadministrasi. Apabila tidak ASN
setuju, dikembalikan kepada Sekretaris untuk
diperbaiki. it
8 |Memproses surat usulan kenaikan pangkat Surat usulan 1 Jam Surat usulan kenaikan

ASN ke BKD dan mengarsipkan.

kenaikan pangkat
dan lampiran berkas
ASN

pangkat dan lampiran
berkas ASN
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Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Komputer.

2. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas| 3. Menguasai Tata Naskah Dinas.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018-2022
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer.
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. ATK
3. SOP Pengarsipan 3. Buku Agenda Surat Keluar.
4. Stempel.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

1.

2.

Apabila surat keluar tidak diproses sesuai SOP maka akan berdampak pada terlambatnya
tindaklanjut surat keluar.

Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala diterima oleh Biro Keuangan paling lambat 1 bulan
sebelum jatuh tempo kenaikan gaji berkala pegawai.

1. Buku Jaga Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaiji Berkala.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
Kasubag ! i
i Tal { . 3
i hap Kegiahn Sekretaris Kepegawaian dan Pongglola Kepala Dinas | Kelengkapan Waktu Output e
U Kepegawalan : ;
mum ‘

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 |Menugaskan Kasubag untuk menginventarisir dan Pedoman Peraturan 15 menit  [Penugasan
memproses PNS yang telah memenuhi syarat waktu Perundang-undangan
untuk Kenaikan Gaji Berkala.

2 |Menugaskan pengelola kepegawaian untuk L Pedoman Peraturan 30 menit |Penugasan, arahan
menginventarisir data PNS yang memenuhi syarat Perundang-undangan dan petunjuk
kenaikan gaji berkala dan menyusun konsep surat dan penugasan
pemberitahuan kenaikan gaji berkala.

3 |Menginventarisir data PNS yang memenuhi syarat Penugasan, arahan dan |2 Jam Konsep Surat PKGB
kenaikan gaji berkala kemudian menyusun konsep Surat petunjuk dan syarat
Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (PKGB) dan | , I kelengkapan
menyampaikan kepada kasubag. S

4 |Memeriksa konsep Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Konsep Surat PKGB 10 menit |Konsep Surat PKGB
berkala beserta kelengkapan administrasi lainnya, jika / \ Tidak dan syarat kelengkapan dan syarat
disetujui membubuhkan paraf, dan meneruskan kepada \ / kelengkapan
Sekretaris, jika tidak disetujui dikembalikan kepada Ya
Pengelola Kepegawaian untuk diperbaiki.

5 |Memeriksa konsep Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Tidak Konsep Surat PKGB 10 menit |Konsep Surat PKGB
berkala beserta kelengkapan administrasijika disetujui \ - dan syarat kelengkapan dan syarat
membubuhkan paraf, dan meneruskan kepada Kepala kelengkapan
Dinas, jika tidak disetujui dikembalikan kepada Kasubag
Kepegawaian dan Umum untuk diperbaiki. 4

a

6 |Memeriksa konsep Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Konsep Surat PKGB 10 menit  |Surat Pemberitahuan
berkala beserta kelengkapan administrasinya, jika setuju Tidak / dan syarat kelengkapan Kenaikan Gaji Berkala
menandatangani dan diteruskan kepada Pengelola \ (PKGB)
Kepegawaian untuk diarsipkan, jika tidak disetujui
dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki.

7 |Membubuhkan Cap dan mengirim Surat Pemberitahuan Surat Pemberitahuan 1 jam Surat Pemberitahuan

Kenaikan Gaji berkala kepada Kepala Biro Keuangan dan
PNS yang bersangkutan serta mengarsipkan.

Kenaikan Gaji Berkala
(PKGB)

Kenaikan Gaji Berkala
(PKGB)
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wasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem
Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan
Birokrasi

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah.

1. Pendidikan minimal SLTA.

2. Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan budaya kerja.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penerbitan SK tentang Tim Kerja
2. SOP penanganan surat keluar.

3. SOP penanganan surat masuk.

1. ATK.
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP penyelenggaraan budaya kerja tidak sesuai maka output yang dihasilkan akan
berdampak pada peningkatan budaya kerja pegawai.

Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy .




Pelaksana Mutu Baku
Kasubag Kelompok
No. Tahap Ke Keterangan
. P e Kepala Dinas Sekretaris Kepegawaian | Budaya Kerja Kelengkapan Waktu Output g
dan Umum di Dinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |[Menugaskan Sekretaris untuk membentuk dan Agenda Kerja 15 menit  [Disposisi Terkait SOP
menyelenggarakan Kelompok budaya Kerja Dinas Penerbitan SK tentang
Tim Kerja
2. |Menugaskan Kasubag Kepegawaian dan Umum untuk Agenda Kerja 15 menit  |Petunjuk
menyiapkan pelaksanaan kegiatan budaya Kerja dinas
3. [Menyiapkan konsep kegiatan budaya kerja dan menyampaikan Petunjuk 2 Jam Konsep kegiatan budaya
kepada Sekretaris. kerja
va L—ﬂj . C
4. |Mempelajari konsep kegiatan pelaksanaan budaya kerja. Apabila Konsep kegiatan budaya 1 Jam Konsep kegiatan budaya
setuju menyampaikan kepada Kepala Dinas dan apabila tidak \\ kerja kerja
setuju mengembalikan kepada Kasubag Kepegawaian dan . Tidak
Umum untuk diperbaiki. Ya
P e
5. [Menelaah konsep kegiatan pelaksanaan budaya kerja. Apabila Konsep kegiatan budaya 30 menit [Kegiatan budaya kerja
setuju menyampaikan kepada Sekretaris untuk melaksanakan Tidak kerja yang disetujui
kegiatan budaya kerja di dinas. Apabila tidak setuju
mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki.
—
6. |Menugaskan Kepegawaian dan Umum untuk melaksanakan Kegiatan budaya kerja 15 menit  |Kegiatan budaya kerja
kegiatan budaya kerja. yang disetujui yang disetujui
7. |Melaksanakan kegiatan budaya kerja di Dinas dan menyiapkan Kegiatan budaya kerja 3 jam Terlaksananya kegiatan
laporan hasil kegiatan budaya kerja. yang disetujui budaya kerja, notulen
kegiatan budaya kerja
8. |Membuat laporan pelaksanaan kegiatan budaya kerja dan Terlaksananya kegiatan 1 hari Terlaksananya kegiatan

mendokumentasikan,

budaya kerja, notulen
kegiatan budaya kerja

budaya kerja, laporan
budaya kerja,bukti
dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP

20 Tahun 2025

Tanggal Pembuatan

anggal Revisi

02 April 2024

(-,
ST

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP

rﬁﬁ sul'nh ﬁftl Pegawai Negeri Sipil

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :
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1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun

2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018-2022

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Provinsi Nusa Tenggara Timur

2.

5.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk.

2. SOP Pengajuan Surat Usulan Cuti Pegawai di BKD.
3. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. ATK
2. Komputer/Printer.

3. Buku Agenda Surat Keluar.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

1. Apabila pengelolaan administrasi surat masuk terlambat maka akan berdampak pada terlambatnya
tindaklanjut surat masuk.

2. Kelengkapan administrasi usulan pensiun diterima oleh BKD paling lambat 6 bulan sebelum jatuh

tempo pensiun pegawai.

Pada buku agenda surat masuk




Pelaksana Mutu Baku
Operator
No. Tahap Kegiatan Pegawai Atasan (Kasubag Kepala Keterangan
Negeri Sipil | Langsung | Kepegawaian & Dinas e Plehginpan | Weldo Qups
Umum )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 |PNS mengajukan permohonan Cuti Pegawai di Usulan 5 menit [Permohonan
Aplikasi SIP CUTI kepada atasan langsung Mulai Permohonan Cuti di Aplikasi

2 |Atasan langsung memverifikasi permohonan cuti Usulan 5 menit [memverifikasi
pegawai, apabila disetujui diteruskan ke operator Permohonan Permohonan
jika tidak disetujui dikembalikan ke pegawai yang \ / Cuti Cuti di Aplikasi
bersangkutan untuk diperbaiki X Ya Sip Cuti

3 |Operator memverifikasi usulan cuti pegawai, jika v Usulan 5 menit |memverifikasi
disetujui diteruskan ke Kepala Dinas, jika tidak Tidak / \ Permohonan Permohonan
disetujui di kembalikan ke atasan langsung untuk Cuti Cuti di Aplikasi
dilihat kembali. \/ v Sip Cuti

4 |Kepala Dinas memverifikasi usulan cuti pegawai, _— N\ Usulan 5 menit |memverifikasi
jika disetujui diteruskan ke BKD, jika tidak setuju / Permohonan Permohonan
di kembalikan ke operator untuk di lihat kembali Cuti Cuti di Aplikasi

\ Sip Cuti

5 |BKD memproses usulan cuti pegawai dengan Usulan 1Jam |Surat usulan
dikeluarkannya surat persetujuan cuti oleh * Permohonan cuti ASN
kepala BKD [ selesai_} |cuti




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP 21 Tahun 2025

Tanggal Pembuatan 02 April 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
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Judul SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenaaara Timur Tahap Il Periode 2018-2022

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

Nusa Tenggara Timur
8. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Standarisasi Penomoran

Naskah Dinas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Memiliki Pendidikan minimal SLTA

2. Menguasai Penggunaan Komputer
3. Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Buku Pengendali Masuk
2. Pengurusan Dan Pengendalian Naskah Dinas Keluar (Arsiparis) 2. Kartu Kendali Masuk
3. Lembar Disposisi
4. Lembar Pengantar Surat Biasa
5. Cap Penerimaan Surat
6. Cap Dinas
|Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Pengurusan dan Pengendalian Naskah Dinas Masuk akan terkendala ketika terjadi penyimpangan
prosedur

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




NO Pelaksana Mutu Baku
‘ ~' . Penerima Kepala . , Keter:
; , angan
it i Naskah Dinas/ i?"?r::’ Bidang/Unit | KepalaDinas | Kelengkapan Waktu Output 9
Pencatat ngaral |  pengelola ‘
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Penerima Naskah Dinas mensortir,
mengelompokan, serta memeriksa kelengkapan
Naskah Dinas sesuai dengan fungsi penerima, dan ~ Mulai ) o ) Naskah Dinas vang sudah
disampaikan kepada Pengarah beserta lembar N | Lembar Disposisi 10 Menit dilengkapi Iemgar %isposisi
disposisi yang sudah diberi Kode Klasifikasi dan
Indeks
2 |Pengarah setelah membaca isi naskah dinas,
kemudian mencantumkan pengarahan (P) untuk
naskah dinas penting dan (B) untuk naskah dinas
biasa pada sudut kanan atas naskah dinas dan . _
menentukan ke unit pengolah mana naskah dinas [—J Neskeh Dinas 10 Menit Naskah D|pas yang sudah diberi
tersebut harus disampaikan, dan diserahkan . Kode Penting/Biasa
kembali ke Penerima Naskah Dinas/pencatat
3 |Untuk Naskah Dinas Biasa, Pencatat menerima
dan mencatat pada lembar pengantar. Untuk
Naskah Dinas Penting, Pencatat menerima, dan v
memberikan nomor urut pada Buku Pengendali, = Naskah Dinas yang sudah diberi
melampirkan dengan Kartu Kendali sebanyak . ; nomor urut lembar pengantar
Rangkap 3 dengan rincian warna putih untuk Naskan Dings ke Naskah Dinas yang telah
pencatat, warna hijau untuk Arsiparis , warna merah dilengkapi Kartu Kendali
terlampir bersama Naskah Dinas diteruskan ke
Kepala Dinas.
4 |Untuk Naskah Dinas Penting Kepala Dinas ! :
mendisposisi sesuai isi Naskah Dinas dan r—j _ _ Naskah Dinas yang telah
dikembalikan kepada Pencatat/ Penerima Naskah Naskah Dinas 20 Menit dllengkapl Kartu Kendali dan
Dinas Disposisi
5 |Pencatat/Penerima Naskah Dinas mendistribusikan
Naskah Dinas biasa/penting beserta lampirannya | ‘ LI‘ Naskah Dinas yang siap
Ke unit Pengolah/Bidang, disertai dengan tanda Naskah Dinas 10 Menit didistribusikan ke Bidang/Unit
terima Naskah dinas Pengolah
6 Bidang/Uni; F;(engolahhlznﬁn:rima?asl;'ah Dinas, . 1 Naskah Dinas yang siap
SIS S ARSI g s Sl Naskah Dinas 30 Menit didistribusikan ke Bidang/Unit
Disposisi Pimpinan Pengolah




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP 22 Tahun 2025

Tanggal Pembuatan 02 April 2024

Tanggal Revisi OWS’*Q~\

Tanggal Efektif 0 Stts2025 7o
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Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana : \‘\ﬁ::,/”

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071),

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018-2022

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara
Timur

8. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Standarisasi Penomoran
Naskah Dinas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Pendidikan Minimal SLTA

2. Menguasai Penggunaan Komputer
3. Memahami Tupoksi Kerja

4. Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar
2. SOP Pengurusan Dan Pengendalian Naskah Dinas Masuk (Arsiparis)

1. Buku Pengendali Keluar
2. Kartu Kendali Keluar
3. Cap/Stempel Dinas

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Pengurusan dan Pengendalian Naskah Dinas Keluar akan terhambat jika tidak sesuai prosedur.

Disimpan dalam bentuk Soffcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
: Kepala :
(e} Tahap Kegial
N ahap Kegiatan Bida nit Staf/Agendaris Sekretaris/ Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output Keterangan
ng/U Umum Pengarah
Pengelola ,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Unit Pengolah menyerahkan Naskah Dinas yang
akan di tandatangani oleh Pimpinan kepada l Mulai ' . . .
Staf/Agendaris Umum Naskah Dinas 5 Menit Konsep Naskah dinas
2 |Menerima Naskah Dinas keluar dari Unit Pengolah
dan meneliti kelengkapan dan model naskah dinas, ) ) .
setelah itu diserahkan kepada pengarah/sekretaris I ll Naskah Dinas (10 Menit Konsep Naskah dinas
3 |Meneliti naskah dinas dan memaraf pada sudut
kanan naskah dinas yang akan di tandatangan oleh I_jj .
Pimpinan/Kepala Dinas dan menyerahkan kembali Naskah Dinas 20 Menit Naskah Dinas yang
kepada Agendaris Umum sudah di Paraf
4 |Menyerahkan Naskah Dinas yang telah diparaf oleh
pengarah/sekretaris kepada Kepala Dinas untuk ] " ; Naskah Dinas yang
ditandatangani i ] i B sudah di Paraf
5 |Kepala Dinas menerima dan memeriksa Naskah Tidak
Dinas Keluar. Jika disetujui akan ditandatangani dan
menyerahkan kepada Agendaris Umum untuk ; i Naskah dinas yang
ditindaklanjuti, jika tidak disetujui akan dikembalikan pasial iS4 Ha sudah di tanda tangani
untuk diperbaiki.
6 |Menerima naskah dinas keluar yang sudah
ditandatangani,mencatat naskah dinas pada buku
pengendali keluar dan kartu kendali rangkap 3, serta Ej Naskah di
memberikan Nomor dan Cap Dinas pada Naskah Naskah Dinas 20 Menit - : . Wine yang .
Dinas, dan menyerahkan kembali kepada Unit sudah di tanda tangani
Pengolah
7 |Unit Pengolah menerima Naskah Dinas dan ]
menanda tangani Tanda Terima, dan dikirim ke | Selesal l Naskah Dinas 10 Menit Naskah dinas yang

alamat yang dituju.

sudah di tanda tangani




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kepala Sub Bagian Keterangan
Kepegawaian dan Pejabat Pelaksana Sekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Memeriksa kehadiran pegawai setiap hari dan Rekapitulasi 15 Menit Disposisi Kasubag
menugaskan Pejabat Pelaksana untuk merekap daftar m daftar hadir
hadir pegawai dan membuat laporan
2. |Merekap daftar hadir pegawai dan membuat laporan Disposisi Kasubag |1 Hari Bahan dan Draft Laporan
disetiap akhir bulan dan menyerahkan kepada Kasubag L ]
Kepegawaian dan Umum dalam bentuk draft.
1
3. |Memeriksa konsep laporan rekapan daftar hadir. Jika L 4 Bahan dan draft 1 Jam Draft Laporan, disposisi
setuju disampaikan kepada Sekretaris. Jika tidak, \ Tidak laporan, disposisi
dikembalikan kepada Pejabat Pelaksana untuk dikoreksi.
YA
4. |Memeriksa konsep laporan rekapan daftar hadir. Jika Tidak Konsep laporan, 1jam Konsep laporan, disposisi
setuju disampaikan kepada Kepala Dinas. Jika tidak, b 4 disposisi
dikembalikan kepada kasubag Kepegawaian dan Umum \
untuk dikoreksi. <
Tidak
5. |Memeriksa laporan rekapan daftar hadir. Jika setuju YA Konsep laporan, 1jam Laporan, disposisi
ditandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris. Jika disposisi
tidak, dikembalikan kepada Sekretaris untuk dikoreksi. >
YA
6. |Menerima laporan rekapan daftar hadir yang telah —— | Laporan, disposisi 15 Menit Laporan, disposisi
disetujui dan ditandatangani Kepala Dinas dan
mengembalikan kepada Kasubag Kepegawaian dan
Umum.
7. |Menerima laporan rekapan daftar hadir dan diserahkan Laporan, disposisi |15 Menit Laporan, disposisi
kepada Pejabat Pelaksana.
E B
8. |Menerima, menggandakan, dan mengarsipkan laporan Laporan, disposisi |1 Hari laporan, bukti terima

rekapan daftar hadir yang telah ditandatangani kemudian
dikirim ke Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Badan
Kepegawaian Daerah.

v
U
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi

| Tanggal Efektif
Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenaaara Timur.
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.
3. Memahami sistematika penulisan laporan.

IKeterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penyelenggaraan Budaya Kerja

1. ATK

2. Buku Agenda Surat Keluar.
3. Handphone

4. Aplikasi Srikandi

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila pengelolaan SOP Displin PNS ini tidak dipatuhi maka akan berdampak pada keakuratan
Pengukuran Kinerja Pegawai Dinas koperasi UKM Provinsi NTT

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan hardcopy
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1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahaun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/periengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer
2 SOP Penanganan Surat Keluar 2. Jaringan Internet
3. Printer
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Bila prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
: Petugas
No. Tahap Kegiatan
— Pemohon Pelayanan PeI: ::;na Kelengkapan Waktu Output i o
Informasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. |Pemohon mengajukan permohonan informasi
baik secara langsung maupun secara tidak
langsung (melalui surat, email, telepon, faxdan | ( Mulai ) g&!ti' KTTp“tetr Kertas, [, enit P?ta permohonan
sosial media) dengan melampirkan identitas diri. R, e O
2. |Menerima permohonan informasi publik dan
mencatat identitas diri dari pemohon informasi > Data, Komputer Dat h
serta memberikan formulir permohonan Kertas, Printer, 5 menit |° ? A paimohonat
informasi publik kepada pemohon untuk diisi. I Internet Informasi
3. |Formulir permohonan informasi publik diisi oleh St Kormodt
pemohon,formulir dikembalikan kepada petugas BN, TR U . |Data permohonan
untuk ditindaklanjuti. IKT"as’tP””te"' 15 Menit | < rmasi
nterne
4 |Petugas memproses dengan melakukan v
verifikasi dan pengecekan permohonan data . |Data permohonan
kemudian mencatat di buku regsitrasi dan Komputer, Internet 20 menit |, e rmasi
meminta informasinya ke PPID Pelaksana.
5. |PPID Pelaksana melakukan telaah, jika 1
informasi tersebut adalah informasi publik maka
informasinya akan disediakan. Tetapi, jika
informasi yang diminta termasuk informasi yang Data, Komputer 30 menit | Laporan
dikecualikan maka permintaan akan ditolak.
6. |Informasi yang telah tersedia segera diberikan
kepada pemohon informasi kemudian seluruh ; om
dokumen diarsip dan dibukukan dalam bentuk gﬁ::e:( Int:t:teetr  Heras, 2 jam Laporan
laporan )
7. |Pemohon informasi menerima informasi yang
diberikan oleh petugas. ¥ Data, Komputer,
Kertas, Printer, 5 menit | Laporan
Internet




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP 25 Tahun 2025
Tanggal Pembuatan 02 April 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

A, Usaha Kecil dan Menengah
GaNy Timur /£

Judul SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahaun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah

4. Peraturan Gubernur NTT Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Gubernur NTT
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Provinsi NTT.

1. Memiliki Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Permohonan Informasi Publik 1. Desk (meja) Layanan Informasi

2. SOP Penanganan Surat Masuk 2. Komputer

3. SOP Penanganan Surat Keluar 3. Printer
4. Internet
5 Surat jawaban/tanggapan keberatan informasi publik
6. ATK

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan
dengan baik, maka kegiatan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi.

Disimpan sebagai data elektornik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kete an
P Pemohon | Petugas PPID PPID Provinsi Atasan PPID Kelengkapan Waktu Output i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Pemohon informasi mengajukan keberatan informasi Formulir pengajuan Pada hari |Formulir pengajuan
Publik kepada Petugas PPID ( Mulai ) keberatan informasi dan jam |keberatan informasi
kerja
2. |Meregistrasikan/mencatat dan memverifikasi Formulir pengajuan _|Formulir pengajuan  |SOP Penanganan
kelengkapan berkas pengajuan keberatan informasi _l | keberatan informasi Pada_han keberatan informasi  [Surat Masuk
publik dan selanjutnya disampaikan kepada PPID R — dan jam
Provinsi kerja
3. |Menganalisa dan memeriksa pengajuan keberatan Daftar informasi publik,
informasi dan menghimpun informasi/dokumen sebagai Surat keberatan informasi
bahan Jawabap tanggapan keberatan |nformas|. Ha;sl Padalhan ) SOP Pernmohonan
pengumpulan informasi/dokumen dan analisa terkait dan jam |Informasi/Dokumen informasi Publiic
pengajuan keberatan informasi disampaikan kepada kerja
atasan PPID
4 |Menyampaikan tanggapan atas keberatan pemohon )
informasi dan menugaskan PPID Provinsi untuk I I Informasi/Dokumen, Surat Padahari|
membuat surat jawaban/tanggapan atas keberatan keberatan informasi dan jam Disposisi
informasi yang diajukan. kerja
5. |Mengonsep Surat Jawaban/Tanggapan atas keberatan L Pada hari |Surat jawaban/
informasi untuk disampaikan kepada pemohon Disposisi, dan jam [tanggapan keberatan
informasi yang mengajukan keberatan Informasi/Dokumen kerja |informasi publik
6. |Pemohon informasi menerima surat P —
Jawaban/Tanggapan atas keberatan informasi yang keberja e infon:agigplr:blik
cajuican. ( Selesai )= diberikan dengan jangka F;ada'harl Tanda terima dan SOP Penanganan
" . an jam .
waktu paling lambat 30 hari keria arsip Surat Keluar

kerja sejak surat pengajuan
keberatan diterima




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP 26 Tahun 2025
Tanggal Pembuatan 02 April 2024
Tanggal Revisi '

| Tanggal Efektif

Disahkan oleh

6141\

Judul SOP

I\ﬁg&nuﬁfs}ﬁan Daftar Informasi Publik

Dasar Hukum :

Penetapk
Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahaun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2024 Pedoman Pengelolaan dan
Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah Provinsi NTT

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Pendidikan minimal S1
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Permohonan Informasi Publik 1. Komputer

2. SOP Penanganan Surat Masuk 2. Jaringan Internet

3. SOP Penanganan Surat Keluar 3. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Bila prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
Petugas PPID
No. Tahap Kegiatan i i (Pejabat Keterangan
Py U'lllletr‘lf:irtja Pengelola Atasan PPID Kelengkapan Waktu Output 9
Informasi dan (Kepala)
Dokumentasi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. |[Menghimpun informasi dan dokumentasi publik Form Daftar Pada hari Usulan Daftar
yang berkualitas dan relavan dengan tupoksi Informasi Publik dan jam Informasi Publik yang
masing-masing komponen di Unit kerja terkait kerja telah dikumpulkan dari
yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip Unit Kerja Terkait
aktif maupun arsip inaktif, dan arsip vital yang
| dikuasai dan menyampaikan kepada Petugas
| PPID
|
2. |Melakukan telaah dan klasifikasi daftar informasi Form Daftar Pada hari Konsep daftar
publik berdasarkan Undang-Undang, kepatutan, P! Informasi dan jam informasi publik
kepentingan umum dan sifat informasi dan Publik kerja
dokumentasi tersebut. Apabila sudah sesuai
diteruskan kepada atasan PPID
3. |Menetapkan Daftar Informasi Publik secara : 8 Konsep penetapan [Pada hari Surat keputusan
resmi sesuai dengan klasifikasi Informasi dan SK Daftar Informasi |dan jam Daftar informasi publik
dokumentasi publik . < |Publik beserta kerja
E 4 lampirannya
4 |Mengakses dan mengunggah Daftar Informasi Website dan sarana |Pada hari Surat keputusan
Publik ke website resmi Dinas Koperasi, Usaha lain yang dimiliki dan jam Daftar informasi publik
Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara -sgesai kerja yang telah disahkan
Timur maupun melalui sarana informasi lainnya. - oleh atasan PPID




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

omor SOP 27 Tahun 2025

anggal Pembuatan 02 Apri 2024
anggal Revisi 4

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP Pend}

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahaun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi NTT.

1. Memiliki Pendidikan minimal
2. Menguasai Tata Naskah Dinas

3. Menguasai Tata Pembukuan Arsip

4. Memiliki Pengetahuan tentang Pelayanan Prima

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Permohonan Informasi Publik
2. SOP Penanganan Surat Masuk
3. SOP Penanganan Surat Keluar

1. Komputer

2. ATK

3. Jaringan Internet
4. Kamera

5. Printer

Peringatan >

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh
instansi.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Taliap Kaghtten pZT;:g::a P10 Dines Arsi Kelengkapan Waktu Output Remeahign
. (Verifikator) P grap P
(Admin)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. |Mengumpulkan dan mengidentifikasi informasi publik Form daftar informasi publik Daftar informasi publik
yang akan didokumentasikan serta menyiapkan :
peralatan yang dibutuhkan untuk mendokumentasikan ‘>( Mul ) 2 hari
informasi publik.
Memeriksa dan memverifikasi informasi publik yang Form daftar informasi publik
diterima. Apabila disetujui disampaikan kepada petugas
pelaksana untuk mendokumentasikan informasi publik
2. |dan apabila tidak disetujui dikembalikan kepada 2hari |Laporan
petugas pelaksana untuk diperbaiki. \
3. |Mendokumentasikan informasi publik yang telah Form daftar informasi publik
diverifikasi dan disetujui
2jam |Laporan
4 [Dokumen disimpan sebagai arsip
> Selesai ) |Laporan 30 Menit |Arsip




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN

Nomor SOP 28 Tahun 2025
Tanggal Pembuatan 02 April 2024
Tanggal Revisi 04 Agustus 2025
Tanggal Efektif 04 Agustus 2025,
Disahkan oleh ala Di rasi, Usaha Kecil dan Menengah

oWHSi - Xﬁmur a

7 (V. y : /
Lesy Rupidara, M.Si

Judul SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

2. Peraturan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia
Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi;

3. Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi;

4. Peraturan Gubernur NTT Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan
Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT.

1. Pendidikan Minimal SMA
2. Mengetahui dan Memahami tata cara penanganan Surat Masuk
(Alur Penerimaan Buku RAT)

3. Memiliki kemampuan mengolah data tentang Perkoperasian;

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Pengawasan Kelembagaan Koperasi 1. Komputer

2. Jaringan Internet

3. Printer

4 Buku Register

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka pelaksanaan penerimaan buku RAT
tidak dapat berjalan dengan baik.

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
Fungsional
d 2 Kepala Bidang
No. Tahap Kegiatan
i :"""‘"‘ Kelembagaan |JFPK Abli Pertama| ST ARliMuda | o Dinas |  Kelengkepan Waktu Output et
erampil Koperasi dan Ahli Madya
Pelaksana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. |Menerima Surat Permohonan Pemeriksaan Kesehatan Disposisi dan Disposisi dan
Koperasi dan Buku RAT Koperasi, Mengagendakan dan Dokumen Dokumen
meneruskan ke Kepala Bidang Permohonan 4+ |Permohonan
- Mulai 15 Menit
2 Permohonan Permohonan
Menelaah kelengkapan dokuman permohonan dan : 3 .
mendisposisikan ke JFPK Ahli Pertama — Ya :%syarata" dan Buku) 10 Men gﬁﬁy;:‘: s
K
3. |Memeriksa kelengkapan dokumen permohonan bukti
buku RAT Koperasi, apabila setuju diteruskan ke JFPK
Ahli Muda dan/atau JFPK Ahli Madya untuk melakukan Tidak /\ Dokumen
pemeriksaan kesehatan KSP/USP Koperasi, apabila Permohonan, ; Dok Usulan dan
tidak setuju dikonfirmasi kembali ke Kepala Bidang \/ persyaratan dan Buku 20 Hari gefy;:_tran dan
RAT uku
4. |Melakukan pemeriksaan kesehatan KSP/USP Koperasi
mengacu pada Permenkop UKM RI Nomor 9 Tahun
2020 dan Juknis 15 Tahun 2021 tentang pemeriksaan .
kesehatan Koperasi dan KKPKK r"""':_] ';:r:rseer?k:ae:: fen 3.Jam  [Draft KKPKK
Ya fe ol Kesehatan koperasi
5. |JFPK Ahli Pertama, JFPK Ahli Muda dan JFPK Ahli Tidak
Madya melakukan pemeriksaan kesehatan KSP/USP J Kertas Kerja
Koperasi, jika setuju memaraf dan menyerahkan kepada \ Kertas Kerja Pemeriksaan
Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, apabila 7 Pemeriksaan ) . |Kesehatan koperasi
tidak setuju dikembalikan ke Analis Bimbingan Usaha - | |=::| 3 Kesehatan koperasi | 20 Menit | .~ "o
untuk diperbaiki 7y dan Sertifikat Kanchatan
Kesehatan Koperasi Koperasi
6 |Memeriksa dan mengoreksi kertas kerja hasil Penilkes Kertas Kerja Kertas Kerja
KSP/USP Koperasi jika setuju memaraf dan Pemeriksaan Pemeriksaan
menyerahkan kepada Kadis untuk ditandatangani, jika Kesehatan koperasi Kesehatan koperasi
tidak disetujui dikembalikan ke JFPK Ahli Pertama \ Tidak dan Sertifikat dan Sertifikat
Kesehatan Koperasi 20 menit  |Kesehatan
Koperasi
7 |Memeriksa dokumen Sertifikat Kesehatan Koperasi dan KKPKK dan Sertifikat KKPKK dan
Penerimaan Buku RAT, jika setuju menandatangani dan \ 4 Kesehatan Koperasi Sertifikat
menyerahkan kepada Kabid Kelembagaan dan e r_j Kesehatan
Pengawasan, jika tidak setuju dikembalikan kepada 20 . Koperasi
Kabid Kelembagaan dan Pengawasan untuk diperbaiki. R
Ya
Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi KKPKK dan Sertifikat KKPKK dan
menyerahkan dokumen Sertifikat Kesehatan Koperasi Kesehatan Koperasi Sertifikat
kepada Fungsional Arsiparis Terampil untuk 20 Menit | Kesehatan
diagendakan, didistribusikan, dan diarsipkan Koperasi
8 [Mengagendakan, Mendistribusikan dan meangarsipkan KKPKK dan Sertifikat KKPKK dan
KKPKK Kesehatan Koperasi Sertifikat
20 Menit  |Kesehatan

Koperasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN

Nomor SOP 29 Tahun 2025
Tanggal Pembuatan 02 April 2024
Tanggal Revisi 04 Agustus 2025

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko;

3. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.

4. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha
Simpan Pinjam Oleh Koperasi

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan
atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur

7. Kesepakan Bersama antara KRN dengan Pemprov NTT Tentang Digitalisasi
Koperasi di Prov NTT Nomor : O07/BPP.KRNIMOU-NTT/XI1/2020.

1. Minimal Pendidikan SLTA
2. Memahami tentang Perkoperasian

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Pengawasan Kelembagaan Koperasi

1. Komputer
2. Printer.
3. Website.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Pengawas/ Pengurus Koperasi tidak memahami tugas dan kewenangan
dalam mengelola dan mengawasi Koperasi sesuai Standar Operasional Prosedur,
maka akan berdampak pada keterlambatan dalam Layanan Diklat Perkoperasian

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
No Tahap Kegiatan Pengawas/Pengurus Admin ) :
Koperasi Kelembagaan Koordinator Kelengkapan Waktu (menit) Output Ket.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 |Mengisi Formulir Pendaftaran
Layanan melalui link ( Mulai ) Komputer yang terhubung .
https: //bit ly/PlayananKlinik dan pada internet, website |20 Vet FI ralmatam
menyerahkan berkas ke Admin

2 |Admin menerima berkas Eonn dan dokuinen
pendaftaran dan mengecek v ) ; ;

pendaftaran : KTP, ljasah, . Cheklist kelengkapan
KB angapan Sokimen den . [:j Pas Foto 4x6 latar merah, e dokumen
menyerahkan kepada Koordinator ~ Berkas Persyaratan
Yo

3 |Koordinator melakukan verifikasi -
dokumen. Jika dokumen disetujui
diserahkan kepada Admin untuk Thdik />
ditindaklanjuti, dan jika tidak Dok : Pengesahan
disetujui dikembalikan kepada S SRS e dokumen
Admin untuk melengkapi dokumen

5 |Admin menginput jadwal diklat, T a—
moderator dan narasumber I l Komputer, dokumen 3 Hari jae:'jnv:lalardikleartl asl,

6 |Pengawas Koperasi mengecek : SK Peserta,
jadwal diklat melalui WAG oy Komputer, Print, ATK 1 Hari Moderator dan

Lembar verifikasi

Narasumber




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN

Nomor SOP 30 Tahun 2025

Tanggal Pembuatan 02 April 2024
Tanggal Revisi 04 Agustus 2025

Tanggal Efektif 04 Agustus 2025

Disahkan oleh : rasi, Usaha Kecil dan menengah
e~ fa Timur, 4
\Ld;
|

\
\

HZ\196608141988031018
Judul SOP Laya“@'ﬂ,‘.' '“,_! :K el

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang pelaksanaan kegiatan USP oleh

3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi

4. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan

Pembinaan Perkoperasian.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi.

Peraturan Gubernur NTT Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Gubernur NTT

Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur

o o

1. Pendidikan minimal D3
2. Memahami alur layanan legalitas koperasi

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Pengawasan Kelembagaan Koperasi 1. Komputer
2. SOP Layanan Perizinan Usaha Simpan Pinjam 2. Printer.
3. Website.
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila layanan legalitas koperasi tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan berdampak pada

terhambatnya kinerja layanan koperasi.

Data disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy




= , “Pelaksana - , : Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Pengawas/Pengurus | Admin Bidang - , ‘ - ~
: . : Koperasi__ _Kelembagaan Koordinator Kelengkapan | Waktu (menit) Output
1 . 2 , 3 & 5 6 7 ; 8
1. |Mengisi Formulir Pendaftaran
Layanan melalui link ( Mulai ) Komputer yang ,
https:/bit.ly/PlayananKlinik dan terhubung pada 20 Menit ,L:Z,'fd':a%i?an
menyerahkan berkas ke Admin internet, website
2. |Menerima berkas pendaftaran dan
mengecek kelengkapan dokumen dan v Form dan dokumen 10 Menit Cheklist kelengkapan
menyerahkan kepada Koordinator Ej pendaftaran dokumen
. Ya
3. |Melakukan verifikasi dokumen. Jika
dokumen disetujui diserahkan kepada
Admin untuk ditindaklanjuti, dan jika ) . Pengesahan
tidak disetujui dikembalikan kepada Tk Dokumen § Menit Besiccom
Admin untuk melengkapi dokumen \
4. |Membuat draft rekomendasi bagi !
Pendirian PAD dan Sertifikat NIK . Komputer, website, 3 Hari Lembar verifikasi dan
diajukan melalui ODS dokumen rekomendasi
5. Perrtu.gf;_'a(nlb'illlag surat rekomendasi dan Komputer, website,
serurika dokumen, Lembar . Surat rekomendasi ke
b verifikasi dan L Flan Notaris/ Sertifikat
rekomendasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN

Nomor SOP 31 Tahun 2025

Tanggal Pembuatan 02 April 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP Layan3 W’ Simpan Pinjam

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang pelaksanaan kegiatan USP oleh
Koperasi

3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi

4. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
dan Pembinaan Perkoperasian.

5. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan
koperasi.

6. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan
Pinjam Oleh Koperasi

7. Peraturan Gubernur NTT Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Gubernur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi NTT;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Pendidikan Minimal SLTA
2. Memahami terkait Koperasi Simpan Pinjam

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Pengawasan Kelembagaan Koperasi 1. Komputer
2. SOP Pemeriksaan Kesehatan KSP/KSPPS;USP/USPPS Koperasi 2. Printer.
3. Website.
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam wajib memiliki ijin usaha jika tidak maka
dihentikan operasional usahanya

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy




Pelaksana ; ‘ ' ' f Mutu Baku

i Kegnatat‘n’ . , Penga}:;apsé};eggurus Admin Perizinan Koordinator , Keteng,kapan' Waktu (menit) ; Output i ’ Ket.
2 3 , o 5 6 e 8 9

Mengisi Formulir Pendaftaran
Layanan melalui link
https://bit.ly/PlayananKlinik dan
menyerahkan berkas ke Admin

Komputer yang terhubung

] . 20 Menit Form Pendaftaran
pada internet, website

Menerima berkas pendaftaran izin
dan mengecek kelengkapan
dokumen dan menyerahkan
kepada Koordinator

Form dan dokumen ] Cheklist kelengkapan
10 Menit
pendaftaran dokumen

>I—L
|

Ya

Melakukan verifikasi dokumen.
Jika dokumen disetujui diserahkan
kepada Admin untuk : /
ditindaklanjuti, dan jika tidak Li..... > Dokumen 5 Menit Zj:f;:ha"
disetujui dikembalikan kepada T

Admin untuk melengkapi dokumen

Menginput melalui akun koperasi i )
ke sistem OSS Komputer, website, 3 Hari Lembar verifikasi,
dokumen pengesahan akun OSS

Melakukan pengambilan Surat Izin
Komputer, Print, Website |1 Hari Surat Izin




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN

Nomor SOP 32 Tahun 2025

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efekif

Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan
koperasi dan usaha kecil menengah;

4. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh
Koperasi

5. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan
Pembinaan Perkoperasian.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

10. Kesepakan Bersama antara KRN dengan Pemprov NTT Tentang Digitalisasi Koperasi di Provinsi
NTT Nomor : 007/BPP.KRNIMOU-NTT/XI1/2020.

1. Pendidikan Minimal SLTA
2. Memahami penggunaan Layanan Digitalisasi
3. Memahami tentang Koperasi Simpan Pinjam

Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1. SOP Pengawasan Kelembagaan Koperasi 1. Komputer

2. Printer.

3. Website.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka akan berdampak pada layanan digitalisasi

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
. Pengawas/ .
He Tans) Regaian Pengurus .A.dn?m . Koordinator | Kelengkapan | Waktu (menit) Output Ket.
: Digitalisasi
Koperasi
2 3 4 5 6 7 8 9
1 [Mengisi Formulir Pendaftaran
Layanan melalui link Link website, .
https://bit ly/PlayananKlinik dan Formulir 15 Menit Sl
menyerahkan berkas persyaratan | Pendaftaran S
kepada Admin
2 [Menerima berkas persyaratan 7 _
Digitalisasi dan Admin mengecek Formulir 10 Menit Dokumen
kelengkapan dokumen Pendaftaran
3 |Menerima dokumen persyaratan dan
melakukan verifikasi dokumen.
Apabila disetujui di teruskan ke i
Admin untuk ditindaklanjuti, apabila Tidak . Pengesahan
tidak disetujui dikembalikan ke Lptumer 5 Menit dokumen
Admin untuk dilihat kembali Ya
dokumen persyaratannya.
4 |Menginput dokumen melalui akun v
koperasi ke sistem Simpool ';.::i;;?gk 10 Menit S:::;asratan
5 [Menerima notifikasi penerbitan akun
pada sist.em Simpool, dan mencetak Komputer, Notifikasi
informasi penerbitan akun. printer, dan |3 Hari Simpool, User
website dan password




Nomor SOP 33 Tahun 2025
Tanggal Pembuatan 02 April 2024
Tanggal Revisi g
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN *_‘ h,
Judul SOP
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; 1. Pendidikan Minimal S1
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan 2. Menguasai dan memahami aturan mengenai pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan
Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah; Pengembangan Perkoperasian
3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 /PER/M.KUKM/VI1/2016
Tahun 2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Gubernur NTT Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Gubernur NTT
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi NTT.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Pengawasan Kelembagaan Koperasi 1. Komputer
2. SOP Penanganan Surat Masuk 2. Jaringan Internet
3. Printer
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Apabila sosialisasi atau penyuluhan perkoperasian tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada |Disimpan dalan bentuk softcopy dan hardcopy
kurangnya pemahaman anggota terhadap koperasi




Pelaksana Mutu Baku
. Fungsional |Kabid Pemberdayaan
No. Tahap Kegiata Ket.
o e Pemohon Pengawas dan Pengembangan | Kepala Dinas Perlengkapan Waktu Output .
Koperasi Koperasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kelompok Masyarakat, Gerakan Koperasi atau Lembaga
Non Pemerintah atau Instansi Pemerintah lain

Surat Pemohonan

Surat dikirim oleh

i 15 Menit
mengajukan permohonan pemohon
2. |Menerima berkas dari pemohon, secara langsung atau ; =
i Surat Pemohonan .. |Surat diterima dan
elektronik 15 Menit | N
‘ diteruskan ke pimpinan
3 Menelaah surat masuk dan memberikan disposisi kepada Surat Pemohonan, 15 Menit Memahami dan
" |Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi disposisi memberikan disposisi
4 : o : st
Menelaah disposisi dan menindaklanjuti disposisi kepada Surat Pemohonan, :
- ; : s 15 Menit
Fungsional Pengawas Koperasi disposisi
= Melakukan analisis dan tindak lanjut surat dari pemohon F R T — Surat dianalisis dan
dengan melaksanakan koordinasi penyuluhan dan atau [: l diavoalsi : 15 Menit |dikoordinasikan dengan
sosialisasi dengan pemohon i i P pemohon
6. |Menyiapkan bahan penyuluhan dan atau sosialisasi
sesuai dengan kebutuhan pemohon l—* Surat Pemohonan, .
disposisi, materi 120 Materi sosialisasi siap
penyuluhan, sarana Menit |digunakan
dan prasarana
7. |Melaksanakan penyuluhan dan atau sosialisasi secara v Surat h
daring maupun langsung di lapangan sesuai kebutuhan d.uraosgse.m:atgzan' 360 Sosialisasi berjalan
pemohon '8posisl, | Menit |dengan baik
sosialisasi
8. |Menyusun laporan hasil melaksanakan penyuluhan atau
sosialisasi Dokumentasi, 60 Laporan tersusun tepat
materi dan laporan Menit |waktu




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN

Nomor SOP 34 Tahun 2025

Tanggal Pembuatan 02 April 2024

Tanggal Revisi 04 Agustus

ey

gzaéNJsaha Kecil dan Menengah
ng‘gara\' imur 4%

57306 “814'1;\8”3?07{2,3 K

Tanggal Efektif 04 Agystq
Disahkan oleh ey

Judul SOP Penga@w Koperasi
P

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1
2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Pengawasan Koperasi;

Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman
Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi;

. Peraturan Gubernur NTT Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Gubernur NTT

Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi NTT.

1. Pendidikan Minimal SMA
2. Mengetahui dan Memahami tata cara penanganan surat masuk

3. Memiliki kemampuan dalam pengawasan dan pemeriksaan Perkoperasian;

Keterkaitan: Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penerapan Kepatuhan dan Sanksi 1. Komputer
2. SOP Layanan Perizinan Usaha Simpan Pinjam 2. Jaringan Internet

3. Printer

4 Buku Register;

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tidak
terstandarisasi dengan baik.

1. Buku register surat masuk keluar
2. Lembar Disposisi




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan i i Ket.
E Kepala Dinas | Kepala Bidang JFPK T'(';a.:;::;s Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Mengeluarkan Surat Edaran ke KSP/USP, =k Disposisi 15 menit Disposisi
KSPPS/USPPS, dan menugaskan JFPK untuk Mulai
melakukan Pengawasan Kelembagaan I
2 |Menugaskan JFPK melakukan pengawasan di @ Disposisi 1 hari Disposisi
Gerakan Koperasi ‘
3 [Bersama Tim Satgas melakukan Pengawasan Bahan laporan, disposisi 3 Bulan Bahan Laporan
Kelembagaan Koperasi pada Gerakan Koperasi
4 |Tim Satgas melakukan olah data dalam kertas Bahan laporan, disposisi 3 hari Bahan Laporan
kerja Pengawasan kelembagaan dan o
menyerahkan hasil Pengawasan kelembagaan =
Koperasi
5 |Merampungkan hasil olah data dalam kertas Bahan laporan, disposisi 1 hari Draft Laporan
kerja, membuat laporan dan menyampaikan A
kepada Kabid. . ‘
Tidak . o
6 |Kepala Bidang mengoreksi draft laporan Bahan laporan, disposisi 30 menit Laporan hasil
Pengawasan Kelembagaan jika setuju A pengawasan
menandatangani dan menyerahkan kepada JFPK
untuk ditindaklanjuti apabila tidak setuju
dikembalikan kepada JFPK untuk diperbaiki dan
melaporkan hasilnya kepada Kadis Ya
7 |Menindaklanjuti laporan hasil pengawasan dalam Bahan laporan, disposisi 30 menit Laporan tahunan
bentuk pembinaan koperasi, dan menyerahkan Dinas Koperasi,
laporan pegawai koperasi kepada pejabat Usaha Kecil dan
pelayanan untuk diarsipkan (harus dicek lagi) Menengah, bukti
dokumentasi
8 |Mengarsipkan, mengagendakan hasil olah data Bahan laporan, disposisi 30 menit Terbit SOP
kelembagaan koperasi Pembinaan

Koperasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN

Nomor SOP 35 Tahun 2025
Tanggal Pembuatan 02 April 202
| Tanggal Revisi

| Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang — Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

2. Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi;

. Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor : 15 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kertas Kerja
Pemeriksaan Kesehatan Koperasi;

. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur;

. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi NTT;

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Mampu mengoperasikan Komputer
3. Memahami tugas dan fungsi seksi kelembagaan

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer

2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Printer

3. SOP Pengawasan Kelembagaan Koperasi 3. ATK

Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Penerapan Kepatuhan dan Sanksi ini tidak dipatuhi maka akan berdampak pada
pengukuran Kinerja koperasi

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Q ~ ’ Pelaksana Mutu Baku_
Tahap Kegiatan i , ~ ~ Persyaratan/ | Ket
e epala Dinas 3¢kretarls Kepala Bidang Tim Kerja Pelaksana Kelengkapan Waktu Output j
- s , LR 5 3 L 9 10 1
Menerima, memeriksa berkas dan menugaskan Tim Berkas dan 1Jam |Berkas Terkait dengan SOP
Kerja untuk melaksanakan penerapan kepatuhan dan Surat permohonan Penanganan Surat Masuk
sanksi permohonan Surat
l Permohonan
Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas ¥ Berkas dan 30 Menit |Cheklist
permohonan, dan mengeluarkan konsep surat Ej Surat Kelengkapan dan
rekomendasi dan menyerahkan kepada Kabid untuk Permohonan, Konsep Surat
dikoreksi. Cheklist Rekomendasi
Tidak Kelengkapan
Memeriksa Instruksi/Edaran tentang Penerapan Cheklist, 10 Menit |Konsep Surat
Kepatuhan dan Sanksi apabila disetujui memaraf dan /\ Konsep Surat Rekomendasi
diteruskan kepada Sekretaris, bila tidak disetujui Tidak \ / a Rekomendasi
dikembalikan ke Tim Kerja untuk diperbaiki
Memeriksa Instruksi/Edaran tentang Penerapan Konsep Surat | 10 Menit |Konsep Surat
Kepatuhan dan Sanksi dan memaraf untuk diteruskan /\ Ya Rekomendasi Rekomendasi
kepada kadis; bila tidak disetujui dikembalikan ke Kabid TN /
untuk diperbaiki
Memeriksa  Instruksi/Edaran  tentang  Penerapan Tidak Konsep Surat 20Jam |Konsep Surat
P
Kepatuhan dan Sanksi apabila disetujui, ditandatangani, \ - Rekomendasi Rekomendasi
dan menyerahkan kepada kabid untuk menindaklanjuti, -
apabila tidak disetujui dikembalikan ke Sekretaris untuk /
diperbaiki
Menyerahkan Instruksi/Edaran tentang Penerapan Surat 20Jam |Konsep Surat
Kepatuhan dan Sanksi kepada Tim Kerja untuk Rekomendasi Rekomendasi
didistribusikan. ’l I
Memerintahkan pejabat pelaksana untuk Konsep Surat | 20 Menit [Surat
mendistribusikan Instruksi/Edaran tentang Penerapan _r—— Rekomendasi Rekomendasi
Kepatuhan dan Sanksi kepada Pemohon gl | |
] i Surat Surat Terkait dengan SOP
Melakukan Pemeriksaan ke Koperasi Dan Membuat Rekomendasi Rekomendasi  |[Penanganan Surat Keluar

Laporan, Mengarsipkan dan Mendistribusikan
Instruksi/Edaran tentang Penerapan Kepatuhan dan
Sanksi

‘ Selesai ’




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
BIDANG KELEMBAGAAN DAN PEGAWASAN

Nomor SOP 36 Tahun 2025

Tanggal Pembuatan 02 Apnl 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

a Kecn dan Menengah

.! NS S m‘, )‘
9660&1419889}1018‘

Judul SOP Regist &Wr Online Data System (ODS) Langsung

Kopera

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,;

2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/PER/M.KUKM/V1/2016
Tahun 2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun
2020 tentang Pengawasan Koperasi;

4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun
2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

6. Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja
Pemeriksaan Kesehatan Koperasi;

7. Peraturan Gubernur NTT Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Gubernur NTT Nomor 28
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
NTT.

1. Pendidikan Minimal D3
2. Mengetahui dan Memahami tata cara Aplikasi ODS Koperasi
3. Mampu membuka web ods.depkop.go.id

Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer

2. SOP Pengurusan dan Pengendalian Naskah Dinas Masuk (Arsiparis) 2. Jaringan Internet

3. SOP Pengawasan Kelembagaan Koperasi 3. Printer

4 Buku Register

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka pelaksanaan registrasi dan verifikasi user Online Data
System (ODS) Mandiri Langsung Koperasi akan terhambat.

1. Buku register surat masuk keluar
2. Lembar Disposisi
3. Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy




Pelaksana

Mutu Baku

Dinas Koperasi

Pengurus/ i Kementerian
No. T Kegi Ket.
. shagen Kegistan Pengawase”’ dan LICH Provinel Koperasi dan Perlengkapan Waktu Output
Koperasi NTT/Kabupaten/Kota UKM RI
(Verifikator)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
K hub! jari Form registrasi,
Mengunjungi alamat website ods.depkop.go.id, in?:"r:::er ¥ong WMuEKIng ke Jeringan data T
1 mengklik link registrasi dan mengisi form registrasi 30 :
! : a A menit
setelah menerima email konfirmasi pendaftaran,
kemudian mengklik link simpan dan kirim data.
Berkas Permohonan :
) Surat Kuasa (Jika bukan Ketua Koperasi,
Mempersiapkan berkas permohonan pembuatan user . dibuat diatas kertas kop Koperasi
2. s me oSN e rpengh kgl kontak Dinas ditanda tangani Ketua & di cap); NPWP; 1jam |Berkas permohonan
Koperasi UKM untuk verifikasi kelengkapan KTP; Akta Koperasi; NIK; No Telpon;
PO dan 'Email. ' , ’
Dinas Koperasi dan UKM memverifikasi kelengkapan
persyaratan melalui aplikasi ODS, apabila disetujui Tidak /
3 mengajukan pembuatan User ID ODS ke Kementerian Aplikasi ODS dan Berkas permohonan i igen User ID dan
" |Koperasi dan UKM R, apabila tidak disetujui \ Informasi User ID } Password
dikembalikan kepada pengurus/ pengawasan koperasi
untuk melengkapi kekurangan persyaratan. Ya
Memverifikasi Pembuatan User ID Koperasi, dan Y & e
4. |mengirimkan email berisi User ID dan Password Apikasl Ola‘Sfod"annazeUr: ae? IPDe oo 1 hari g::;‘:v?”ian
kepada pengurus/pengawas koperasi. T
Pengurus/Pengawas Koperasi menerima notifikasi Komputer yang terhubung ke jaringan mdusibirg’
5. 10 menit |Password diterima

pengiriman User ID dan Password melalui email.

internet, Aplikasi ODS

oleh email koperasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN

Nomor SOP 37 Tahun 2025

Tanggal Pembuatan 02 April 2024=====
Tanggal Revisi s B

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP Pembuat3®

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 /PER/M.KUKM/V1/2016
Tahun 2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

3. Surat Sekretaris Kementerian Nomor 437/SM/1X/2015, tanggal 29 September 2015 tentang
Penataan Kelengkapan data Koperasi.

4. Surat Deputi Bidang Kelembagaan Nomor 467/DEP.1/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang

6. Peraturan Gubernur NTT Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Gubernur NTT
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi NTT.

1. Pendidikan Minimal D3
2. Mengetahui dan Memahami Tata cara Aplikasi NIK Koperasi

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
SOP Pengawasan Kelembagaan Koperasi 1. Komputer

2. Jaringan Internet

3. Printer
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka pelaksanaan pembuatan sertifikat NIK Koperasi akan
terhambat.

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy




" Pelaksana Mutu Baku
Kabid
No. Tahap Kegiatan Pemberdayaan dan Ket.
Kepala Dinas Pengembangan Pelaksana Perlengkapan Waktu Output
Koperasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. |Menugaskan Kabid melalui Pelaksana Koperasi untuk
melaksanakan proses pembuatan Sertifikat NIK. Surat permohonan 30 menit  |Disposisi
Menugaskan Pelaksana untuk menerima kelengkapan % i ; fsi ; ; s

2. persyaratan pembuatan Sertifikat NIK. > I Surat permohonan, disposisi 15 menit  |Disposisi

4 Surat permohonan, form
3. |Menerima kelengkapan persyaratan penerbitan sertifikat NIK % profil sertifikat disposisi, 15 menit  |Kelengkapan data
Ya persyaratan NIK
; . s Tidak

Melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan. Jika disetujui ; i

4. |diteruskan kepada Pelaksana, dan jika tidak disetujui S:::tap;?::mzan‘ Siapowi, 30 menit :3;?19:;222::;? yang
dikembalikan kepada Pelaksana untuk dilengkapi persy

[rrommmm—

Menginput data Koperasi yang akan dicetak melalui aplikasi
ODS dan menyampaikan data yang sudah diinput ke tim T :

& pengelola validasi data Kementerian Koperasi dan UKM untuk iy oty sushiierviniine! | SOmenk ; D g Lapirn
dicetak dan diserahkan ke Kabid. "

6. |Menerima sertifikat NIK yang sudah diterbitkan oleh
Kementerian Koperasi dan menyampaikan laporan Data nama Koperasi va akan ) .
penyelesaian pembuatan sertifikat NIK Koperasi ke Kepala : / mendapatkan IF\,IIK yg 7hari Sertifikat NIK
Dinas

7. |Menerima laporan penyelesaian pembuatan seritifat NIK Dat K . K
Koperasi dan menyerahkan kepada Pelaksana untuk i dnamti oz?&aﬂ ygaKan| a5 Menit | Sertifikat NIK
dilegalisir,digandakan, didistribusikan, dan diarsipkan . frendapatkan

8. |Melegalisir, menggandakan, mendistribusikan dan ;
mengarsipkan seritifikat NIK Koperasi SO FECyR Bl 13 30 menit  |Sertifikat NIK

mendapatkan NIK




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN

Nomor SOP 38 Tahun 2025

Tanggal Pembuatan 02 April 2024
Tanggal Revisi 04 Agustus 2025
Tanggal Efektif 1s 20;

Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

4.

1. Undang — Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
2.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/PER/M.KUKM/V1/2016
Tahun 2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor : 15 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kertas
Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi NTT.

1. Pendidikan Minimal SMA
2. Mampu mengoperasikan Komputer
3. Memahami tugas dan fungsi seksi kelembagaan

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Pengawasan Kelembagaan Koperasi 1. Komputer
2. SOP Penanganan Surat Masuk 2 Printer
3. SOP Penangnan Surat Keluar 3. ATK
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila surat rekomendasi penerbitan pendirian koperasi tidak diberikan, maka akan berdampak pada
input data penerbitan pendirian koperasi secara online

1. Buku agenda
2. Disimpan softcopy dan hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
' Fungsional
T iatal
S hegatan m:; TimKerja | KepalaBidang | Sekretaris |Kepala Dinas| Kelengkapan Waktu Output -
Pelaksana
2 - 3 4 6 7 8 9 10 11
Menerima, memverifikasi berkas dan menyerahkan Terkait dengan SOP
% 4 Berkas dan surat Berkas permohonan,

kepada Tim Kera permohonan 1.0 cheklist kelengkapan hPﬂear;zr':ganan Surat
Memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan | M Berkas dan surat _
mengeluarkan konsep surat rekomendasi dan permohonan, ) Cheklist kelengkapan
menyerahkan kepada Kabid untuk dikoreksi. I cheklist 30 Menit dan konsep surat

7'y Ya kelengkapan rekomendasi
Memeriksa surat Rekomendasi Permohonan
Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, apabila idak /\
disetujui memaraf dan diteruskan kepada Sekretaris, T' 8 Cheklist, konsep 10 Menit Konsep surat
apabila tidak disetujui dikembalikan ke Tim Kerja \ / surat rekomendasi en rekomendasi
untuk diperbaiki A Ya
Memeriksa surat rekomendasi permohonan
Pengesahan Akta Pendirian Koperasi. Apabila ‘\
disetujui memaraf dan diteruskan kepada Kadis, Tidak / Konsep surat 10 Menit Konsep surat
apabila tidak disetujui dikembalikan ke Kabid untuk rekomendasi " rekomendasi
diperbaiki Ya
Memeriksa konsep surat rekomendasi, apabila L
disetujui menandatangani dan menyerahkan kepada
Kabid untuk menindaklanjuti, apabila tidak disetujui Tidak Konsep surat 20 Jam Konsep surat
dikembalikan pada Sekretaris untuk diperbaiki. rekomendasi rekomendasi

Ya
Menyerahkan surat rekomendasi kepada Tim Kerja ¢ 4
untuk didistribusikan kepada pemohon. : Surat
. 20 Jam Surat rekomendasi
rekomendasi
Menyerahkan surat rekomendasi kepada Fungsional ¥
pelaksana untuk didistribusikan surat rekomendasi Surat . .
tersebut kepada Pemochon qj rekomendasi 20 Menit Surat rekomendasi
Mengarsipkan dan Mendistribusikan Surat St Terkait dengan SOP
Rekomendasi " ura i . |Penanganan Surat
et 10 menit Surat Rekomendasi tar




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN

Nomor SOP 39 Tahun

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP Pemerik®d:

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/PER/M.KUKM/V1/2016
Tahun 2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun
2020 tentang Pengawasan Koperasi;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Gubernur NTT Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Gubernur NTT Nomor 28
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
NTT.

7. Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja
Pemeriksaan Kesehatan Koperasi;

1. Memiliki Pendidikan minimal Diploma III - Akuntansi
2. Menmiliki Kewenangan atau Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi
3. Memahami tugas dan fungsi secara baik dalam penyelenggaraan pengawasan

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Pengawasan Kelembagaan Koperasi 1. Komputer
2. SOP Layanan Perizinan Usaha Simpan Pinjam 2. Jaringan Internet

3. Printer

4. Buku RAT Koperasi

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Pemeriksaan Kesehatan KSP/USP Koperasi ini tidak dilakukan dengan baik akan berdampak
pada koperasi tersebut sulit dikatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan maupun dalam
pengawasan khusus.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
Pejabat Kabid
No. Tahap Kegiatan i Keterangan
i i 2’::‘:;:;:' Kelembagaan dan| Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output ot
Koperasi (PFPK) Fongawanan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. [Menugaskan Kabid untuk membuat jadwal dan surat Disposisi surat pemberitahuan
tugas pemeriksaan kesehatan koperasi | Mulai I 30 menit

2. |Menugaskan Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Disposisi surat pemberitahuan
untuk membuat jadwal dan surat tugas pemeriksaan | IL 30 menit
kesehatan koperasi
menyiapkan data koperasi primer dan sekunder yang Agenda Kerja Data

3. |sudah melaksanakan RAT oleh Tim Pengawasan | l 1 Jam
Koperasi.

4. |Menyusun rencana kerja pemeriksaan dan
pengawasan oleh Tim Pengawasan dan membuat surat | | Surat Tugas 1 Jam Surat Tugas
tugas pemeriksaan kesehatan koperasi

5. |Membuat jadwal pemeriksaan dan jadwal pengawasan
oleh Tim Pengawas untuk pertemuan pendahuluan Jadwal 1 Jam Jadwal
(Entry Meeting).

6. |Melakukan pertemuan pendahuluan (Entry Meeting) . :
sekaligus pengambilan dokumen Dokumen 1 hari dokumen

7. |Melakukan pemeriksaan dan pengawasan dengan
menggunakan kertas kerja pemeriksaan kesehatan Dokumen 1 hari Dokumen KKPKK
koperasi (KKPKK).

8. |Melakukan pertemuan akhir (Exit Meeting) sekaligus KK dan BA
klarifikasi dan konfirmasi serta penandatanganan BA Dokumen 1 hari Pemeriksaan
Pemeriksaan Kesehatan Koperasi

9. [Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan
Koperasi (LHPKK) oleh Tim Pengawasan Koperasi. I I Dokumen 7 Hari LHPKK

10. [Membuat SK Penetapan Kesehatan Koperasi dan SK Usulan SK SK
Pemberian Sanksi

3 Jam
11. [Membuat dan Mencetak Sertifikat Kesehatan Koperasi Usulan Sertifikat Sertifikat
2 Hari

12. [Menyerahkan Dokumen LHPKK, SK dan Sertifikat Dokumen Dokumen

Kesehatan Koperasi. | Selesai I 1jam




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI

Nomor SOP 40 Tahun 2025

Tanggal Revisi

‘Tanggal Pembuatan

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

88031016

Judul SOP Pelatl

L@t,e i | l&ayangan Bagi Pengurus Koperasi Sektor Riil
=LE TN

\_./“/

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan
Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 /PER/M.KUKM/V1/2016
Tahun 2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Gubernur NTT Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Gubernur NTT Nomor 28
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
NTT.

1. Pendidikan Minimal S1
2. Menguasai dan memahami aturan mengenai pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Literasi Keuangan
Bagi Pengurus Koperasi Sektor Riil

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer

2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Jaringan Internet

3. SOP Pengawasan Kelembagaan Koperasi 3. Printer

4. SOP Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila kegiatan pelatihan ini tidak dilaksanakan dengan baik maka akan berdampak pada kuragnya
pemahaman pengurus koperasi pada kegiatan pelatihan tersebut.

Diarsipkan dalam bentuk softcopy dan hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
No. jan Pros Kabid Pemberdayaan Fungsional -
. Yo el Kepala Dinas | Sekertaris | dan Pengembangan Pengawas Staf Pelaksana | Perlengkapan Waktu Output et
Koperasi Koperasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. |Menugaskan Fungsional Pengawas Koperasi melalui
Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan untuk ( Mulai ) ) , )
melaksanakan kegiatan pelatihan dan pengembangan DPA, Tupoksi 10 menit  (Nota Dinas
koperasi.
2 Mequgaskan staf pelaksana mempersiapkan SK dan SPT n DPA, Tupoksi 30 menit |Konsep SK dan SPT
kegiatan
Mengetik dan mencetak SK dan SPT, kemudian Konsep SK dan
3. |diserahkan ke Fungsional Pengawas Koperasi untuk » SPT 40 menit |Konsep SK dan SPT
ditindaklanjuti
4. |Memeriksa SK dan SPT, apabila disetujui diteruskan ke \T' a
Kepala Bidang, dan apabila tidak disetujui dikembalikan 3 @ Konsep SK dan !
kepada Staf Pelaksana untuk diperbaiki Tidak \/ SPT 30 menit |SK dan SPT
5. |Memeriksa SK dan SPT, apabila disetujui diparaf dan /\ Ya
diteruskan ke Sekretaris Dinas, apabila tidak disetujui »
3 ; ; . < Konsep SK dan .
dikembalikan kepada Fungsional Pengawas Koperasi sp 10 menit |SK dan SPT
3 Lo Tidak T
untuk diperbaiki. Ya
Memeriksa dan memaraf SK dan SPT, apabila disetujui T
6. |diteruskan ke Kepala Dinas, apabila tidak disetujui /‘ SPTS P 15 menit |SK dan SPT
dikembalikan ke Kabid untuk diperbaiki
7. |Menandatangani SK dan SPT, meneruskan ke PPTK
Kegiatan < SK dan SPT 15 menit |SK dan SPT
8. [Melaksanakan kegiatan Pelatihan Literasi Keuangan Bagi
Pengurus/Pengawas Koperasi sektor riil ! fK: SPT dan va SPT dan
. aporan .. |Laporan
@ia_'-) Pelaksanaan 260 imeok Pelaksanaan
Kegiatan Kegiatan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI

Nomor SOP 41 Tahun %055
Tanggal Pembuatan 2 April 2024
| Tanggal Revisi 5

| Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP Pelatihan Ry
Sektor Riil

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan
Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;

3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 /PER/M.KUKM/VI/2016 Tahun
2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Gubernur NTT Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Gubernur NTT Nomor 28
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
NTT.

1. Pendidikan Minimal S1
2. Menguasai dan memahami aturan mengenai pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Rantai Pasok
Peternakan Sapi Potong Berbasis Koperasi Sektor Riil

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk

2. SOP Penanganan Surat Keluar

3. SOP Pengawasan Kelembagaan Koperasi

4. SOP Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)

1. Komputer
2. Jaringan Internet
3. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan secara baik maka akan berdampak pada terhambatnya pelaksanaan
pelatihan pada Dinas Koperasi UKM Provinsi NTT

Disimpan dalam bentuk soffcopy dan hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
Kabid Pemberdayaan Fungsional
e L el s Kepala Dinas Sekretaris dan Pengembangan Pengawas Pelflt(as 'an & Perlengkapan | Waktu Output .
Koperasi Koperasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. |[Menugaskan Fungsional Pengawas Koperasi melalui Kabid
Pemberdayaan Pengembangan untuk melaksanakan . . .
Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Koperasi. ( Mulai ) DPA, Tupoksi 10 menit |Nota Dinas
2. |Menugaskan staf mempersiapkan SK dan SPT Kegiatan > ll DPA, Tupoksi 30 menit |Konsep SK dan SPT
1—-' Konsep SK dan
Membuat dan mencetak SK dan SPT dan menyerahkan > I .
% kepada Fungsional Pengawas Koperasi Tidak A— SPT 40 menit [Konsap SK dan SPT
Memeriksa SK dan SPT, apabila disetujui diteruskan ke g ‘ Korsen SK den
4. |Kepala Bidang, apabila tidak disetujui dikembalikan kepada Tidak \\ / - SPT P 30 menit |SK dan SPT
Staf Pelaksana untuk diperbaiki
Memeriksa SK dan SPT, apabila disetujui memaraf dan \ Ya
diteruskan ke Sekretaris Dinas, apabila tidak disetujui / Konsep SK dan .
5. |dikembalikan ke Fungsional Pengawas Koperasi untuk Tidak \ / SPT 10 menit |SK dan SPT
diperbaiki
Ya
Memeriksa SK dan SPT, apabila disetujui memaraf dan
6. |diteruskan ke Kepala Dinas, apabila tidak disetujui / \= ggr‘}sep SK dan 15 menit |SK dan SPT
dikembalikan kepada Sekretaris Dinas untuk diperbaiki Tidak \/
7. |Memeriksa SK dan SPT, apabila disetujui menandatangani
dan meneruskan ke Fungsional Pengawas Koperasi, \ Ya )
apabila tidak disetujui diteruskan ke Sekretaris Dinas untuk - SK dan SPT 15 menit |SK dan SPT
diperbaiki
8. |Melaksanakan kegiatan Pelatihan Rantai Pasok Peternakan L
Sapi Potong Berbasis Koperasi Sektor Riil dan membuat fK- SPT dan EK' SPT dan
laporan pelaksanaan kegiatan aporan it |-aporan
4 g . Pelaksanaan 0 menk Pelaksanaan
Kegiatan Kegiatan




Nomor SOP 42 Tahun 2025
‘Tanggal Pembuatan 02 April 2024
anggal Revisi 04 A us 2025

Tanggal Efektif

04-Agustus 2025:. .-

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI

Disahkan oleh Kepala Dipgs Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

‘.4 wpfs. Jusuf Lery Rupidaf;
NIP149660814198803101

Judul SOP Pelatihan Strategi .,Kp_/‘gﬁ’rasi Mengatasi Kemiskinan Ekstrim

——

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1.
2.

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan
Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 /PER/M.KUKM/V1/2016
Tahun 2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Gubernur NTT Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Gubernur NTT
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;

6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi NTT.

1. Pendidikan Minimal S1
2. Menguasai dan memahami aturan mengenai pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Strategi|
Koperasi Mengatasi Kemiskinan Ekstrim

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer

2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Jaringan Internet

3. SOP Pengawasan Kelembagaan Koperasi 3. Printer

4. SOP Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan secara baik maka akan berdampak pada terhambatnya
pelaksanaan pelatihan pada Dinas Koperasi UKM Provinsi NTT

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
Kabid Pemberdayaan Fungsional
. Taiipen Kegiatan Kepala Dinas Sekretaris dan Pengembangan Pengawas Pelflt(: Lna Perlengkapan Waktu Output .
Koperasi Koperasi

1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1. |Menugaskan Fungsional Pengawas Koperasi melalui Kabid
Pemberdayaan Pengembangan untuk melaksanakan
Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Koperasi. Mulai DPA, Tupoksi 10 menit |Nota Dinas

2. |Menugaskan staf mempersiapkan SK dan SPT Kegiatan ‘ll ‘I DPA, Tupoksi 30 menit |Konsep SK dan SPT

A Konsep SK dan
Membuat dan mencetak SK dan SPT dan menyerahkan :

3. |kepada Fungsional Pengawas Koperasi l____] wild 40 menk [Kormep SK.dan 8T
Memeriksa SK dan SPT, apabila disetujui diteruskan ke ———

4. |Kepala Bidang, apabila tidak disetujui dikembalikan kepada Tidak Al' lf SPT P 30 menit |SK dan SPT
Staf Pelaksana untuk diperbaiki
Memeriksa SK dan SPT, apabila disetujui memaraf dan Ya
diteruskan ke Sekretaris Dinas, apabila tidak disetujui _/ o

: : : : Konsep SK dan .
5. |dikembalikan ke Fungsional Pengawas Keperasi untuk Tidak '\ / 10 menit |SK dan SPT
; = SPT
diperbaiki
M iksa SK dan SPT bila disetujui f d ra
emeriksa an , apabila disetujui memaraf dan

6. |diteruskan ke Kepala Dinas, apabila tidak disetujui / \_ ggr%sep - 16 menit |SK dan SPT
dikembalikan kepada Sekretaris Dinas untuk diperbaiki Tidak '\ -

7. |Memeriksa SK dan SPT, apabila disetujui menandatangani
dan meneruskan ke Fungsional Pengawas Koperasi, \ Ya .
apabila tidak disetujui diteruskan ke Sekretaris Dinas untuk SK dan SPT 15 menit |SK dan SPT
diperbaiki /

8. |Melaksanakan kegiatan Pelatihan Strategi Koperasi SK, SPT dan SK, SPT dan
Mengatasi Kemiskinan Ekstrim dan membuat laporan - ~ Laporan .. |Laporan
pelaksanaan kegiatan. Y Pelaksanaan Mo Pelaksanaan

Kegiatan Kegiatan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI

Nomor SOP 43 Tahun 2025

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

[ Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

Judul SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang - undang Nomor 25 Tahun19892 tentang Perkoperasian;

2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT.

8. Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor : 15 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kertas Kerja
Pemeriksaan Kesehatan Koperasi;

(8]

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Mampu mengoperasikan Komputer
3. Memahami tugas dan fungsi seksi pemberdayaan

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Printer,

3. ATK

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila prosedur rekomendasi tidak dilakukan sesuai SOP maka akan berdampak pada terhambatnya proses
penginputan dan penyelesaian surat rekomendasi akses pembiayaan oleh Koperasi

- Buku agenda
- Disimpan softcopy dan hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
Fungsional
Fungsinal
- K
Tahap Kegiatan Arsiparis Pelaksana HKopuin Sekretaris Kepala Kelengkapan Waktu Output 5
Terampil Bidang Bidang Dinas
Pelaksana '
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Menerima permohonan rekomendasi akes Berkas dan Surat 1Jam |Berkas permohonan |SOP Penanganan Surat
pembiayaan ke LPDB ( Mulai ) permohonan Surat Permohonan Masuk
Cheklist Kelengkapan
Memeriksa kelengkapan berkas Berkas dan Surat | 30 Menit |Cheklist Kelengkapan
permohonan, dan mengeluarkan konsep Permohonan, dan Konsep Surat
surat rekomendasi dan menyerahkan Ya Cheklist Rekomendasi
kepada Kepala Bidang 3 Kelengkapan
Memeriksa surat rekomendasi permohonan Cheklist, Konsep 10 Menit |Konsep Surat
akses pembiayaan ke LPDB, apabila Tidak ) Surat Rekomendasi
disetujui memaraf dan diteruskan kepada - / Rekomendasi
Sekretaris, bila tidak disetujui dikembalikan \ / Ya
ke fungsional pelaksana bidang untuk
diperbaiki.
Memeriksa surat rekomendasi permohonan Konsep Surat 10 Menit [Konsep Surat
akses pembiayaan ke LPDB, apabila i ‘\ Rekomendasi Rekomendasi
disetujui memaraf dan diteruskan ke Tidak /
Kepala Dinas; apabila tidak disetujui \ / Ya
dikembalikan ke Kepala Bidang untuk (
diperbaiki
Memeriksa konsep surat rekomendasi Konsep Surat 20 Jam |Konsep Surat
permohonan akses pembiayaan ke LPDB, v Rekomendasi Rekomendasi
apabila disetujui memaraf dan diteruskan Tidak /
ke Kepala Bidang, apabila tidak disetujui \
dikembalikan ke Sekretaris untuk diperbaiki
Ya
Menyerahkan surat rekomendasi kepada Surat 20 Jam |Konsep Surat
Tim Fungsional Pelaksana Bidang untuk Rekomendasi Rekomendasi
didistribusikan kepada pemohon. 1 i
Memerintahkan Fungsional Arsiparis Konsep Surat 20 Menit [Surat Rekomendasi

Terampil untuk mendistribusikan Surat L_] Rekomendasi

Rekomendasi kepada Pemohon/Koperasi

Mengarsipkan dan Mendistribusikan Surat Surat Surat Rekomendasi |SOP Penanganan Surat
Rekomendasi ( selesai W Rekomendasi Keluar




AN “tiu -
\‘%f”’/

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH

Nomor SOP 44 Tahun 2025

Tanggal Pembuatan 02 Apnl 20 4

anggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 469).

3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Satu Data Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Basis Data

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Linakunaan Pemerintah
7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
Nusa Tenggara Timur .

Pendidikan Minimal SMA

Memiliki kemampuan menaumpulkan data. bahan. referensi dan aturan

Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana, penyusunan data base UMKM
Memahami validasi jenis UMKM

Mengetahui tugas dan fungsi sistem prosedur
Memahami penggunaan perangkat komputer

ook wn

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1 SOP Pelayanan Perizinan UKM

1. ATK/DPA/RKA SKPD (RKT)
2. Komputer, Printer, LCD, HVS
3. Ruang Kerja

4. Jaringan Internet

[Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Pengelolaan data dan informasi UKM yang diajukan tidak disetujui maka penyelesaian pekerjaan
selanjutnya akan terlambat, kegiatan tidak terlaksana dan berakibat pada kinerja yang rendah.

Disimpan sebagai dokumen Program kerja dan Kegiatan




Pelaksana

Mutu Baku

No. Telap e Kepala Bidang Pelaksana Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output el
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 |Memberikan tugas kepada staf pelaksana untuk membentuk tim dalam Agenda Kerja 1 Hari Agenda Kerja

mengumpulkan dan memvalidasi data UKM

2 [Menyiapkan dan mengumpulkan bahan, referensi, dari Kabupaten/Kota Agenda Kerja 3 Hari Bahan, referensi
data dan informasi pelaku UKM. dan Kertas Kerja dan aturan

3 |Mengumpulkan data dan informasi lapangan, mencatat, menganalisis Surat tugas, 5 Hari Data Lapangan
dan mencermati data dan informasi, kemudian menyerahkan ke Kepala v SPPD,Surat
Bidang.

4 |Kepala Bidang menerima, dan memvalidasi data dan informasi. Apabila ' Disposisi, Data, 2 jam Analisis dan
setuju disampaikan kepada Kelapa Dinas dan jika tidak setuju \ Tidak informasi, Pencermatan
dikembalikan kepada pelaksana untuk diperbaiki. : Komputer, HVS

Ya
|
5 |Kepala Dinas memeriksa dan menganalisis data dan informasi UKM Disposisi dan 1 Hari Laporan UKM
dalam bentuk laporan dari Kepala Bidang Pemberdayaan UKM Laporan Bidang
Pemberdayaan
UKM
Ya

6 |Mendokumentasikan/mengarsipkan laporan sebagai dokumen dan Dokumen 1 Jam Dokumen/Arsip
arsip Bidang Pemberdayaan UKM. A 4 laporan telah

disahkan

l Selesai l




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH

Nomor SOP 45 Tahun 2025
| Tanggal Pembuatan 02 April 2024
[Tanggal Revisi 04 Agustus-2025
[Tanggal Efektif 04 Agustus 2025,

Disahkan oleh

Provifisi'N

£ i

} DR

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
us: T:enggér'a;iﬁm\ur.

=2 W |
a

R\Ds Jusuf Lery Rupidara,M.
NIP."196608141988031018

Judul SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 469).

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

2.

2. Mengetahui Hak dan Kewajiban Pelaku UKM

4. Menjembatani Proses Penyelesaian Sengketa

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Pengolahan Data dan Informasi UKM

2. SOP Pelaksanaan Pelatihan UKM
3. SOP Pelayanan Perizinan Pelaku UKM

1. ATK/DPA/RKA SKPD (RKT)
2. Komputer, Printer

3. Ruang Kerja/Ruang Konsultasi
4._Jaringan Internet

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Fasilitasi Advokasi dan Penyelesaian Permasalahan/sengketa UKM pada Bidang
Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah yang diajukan tidak disetujui maka Kepastian hukum bagi
pelaku UKM tidak bisa terpenuhi.

Disimpan sebagai dokumen Program kerja dan Kegiatan

Fasilitasi Layanan Konsultasi Hukum bagi Pelaku UKM

1. Memahami Tugas Advokasi dan Proses Penyelesaian Sengketa

3. Mengetahui Lembaga yang Menangani Penyelesaian sengketa




Mutu Baku

No. Tahap Kegiatan : Keterangan
p Kepala Dinas | Kepala Bidang | StafBidang | Tim Advokasi | Kelengkapan | Waktu Output o
Pemberdayaan
UKM

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. |Menerima surat pengaduan dari Pelaku UMKM yang terkena masalah/sengketa dan Agenda Surat 30 Menit |Menelaah isi surat
perlu mendapatkan solusi Masuk

2. [Mendisposisikan ke Staf Bidang Pemberdayaan UKM untuk ditelaah dan ditindak "'__‘L Surat aduan 30 Menit |Analisis dan
lanjuti isi permasalahan Pencermatan

3. |Melakukan rapat internal dalam bidang guna memecahkan solusi terhadap pelaku ¥ A\ Ruang 2 jam |Tindaklanjuti dan
UMKM yang terkena masalah " - Rapat,Laptop persiapan

—— e o) i dan HVS
|

4. |Memberikan tugas kepada staf untuk membentuk tim dalam melaksanakan v Komputer dan 2Jam |Ketugasan Tim
Program LBH (Layanan Bantuan Hukum) Bagi Pelaku UMKM yang mengalami HVS
masalah/sengketa

5. |Menjembatani proses penyelesaian sengketa dengan lembaga Peradi/Advokat yang I\ Ruang 3Jam |Hasil Pertemuan
berkompeten dalam memberikan Layanan Bantuan Hukum Pertemuan,

Laptop dan HVS

6. |Membuat Nota kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa tentang hasil Laptop dan HVS| 1 Jam [Nota kesepahaman
yang telah disepakati dan melaporkan kepada Kepala Dinas hasiinya dalam bentuk \ 4
laporan

7. |Kepala Dinas menyetujui hasil laporan yang telah disepakati oleh kedua belah L Nota 1Jam |Disetujui dengan ttd
pihak. Kesepahaman untuk bukti telah ada

kesepakatan
1
8. | Laporan didokumentasikan dan diarsipkan. Dokumen 1Jam |Dokumen/Arsip
i




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH

Nomor SOP 46 Tahun 2025
Tanggal Pembuatan 02 April 2024
Tanggal Revisi 04 Agustus 2025

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

cil dan Menengah

Judul SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 469).

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

1. Memahami prosedur pemberian bantuan bagi PKL/Kuliner UKM.
2. Memahami tugas dan fungsi serta rincian tugas Bidang/Seksi

3. Memahami sistimatika pembuatan laporan
4. Pendidikan minimal SLTA

Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 SOP Pelayanan Perizinan UKM 1. ATK.
2 SOP Pelayanan Pengolahan Data dan Informasi UKM g go'rr:puter.
. Printer

4. Renstra, DPA, TOR, RAB.
5. Telepon/Faximile.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila prosedur pelaksanaan pelatihan UKM tidak sesuai dengan prosedur, maka berdampak pada
pelaksanaan program pemberdayaan dan pengembangan UKM.

Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




embuat rencana kerja terkat penyusunan program

] Agenda dan Kertés

Rencana kerja

kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan [ Mulai ' kerja
Menengah ;

2 |[Menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan dan Disposisi 1 Hari bahan , referensi ,
mengumpulkan  bahan, referensi, aturan terkait J'—I ATK aturan
penyusunan program/kegiatan Bidang Pemberdayaan .

Usaha Kecil dan Menengah

3 |[Mengumpulkan data lapangan , saran dan masukan ! Surat tugas, SPPD, 5 Hari Data
dalam rangka peningkatan pelayanan pada Bidang. [::_] Kendaraan lapangan,Laporan

4 |Melakukan rekapitulasi, analisis, pencermatan atas data s Disposisi, Data, 3 Hari |Rekapitulasi, analisis,
dan bahan dan menyerahkan ke Kepala Bidang. ' l Bahan, pencermatan

- Komputer, HVS

5 [Melaksanakan rapat dan membuat draft rencana Ruang rapat, LCD, 3Jam |Notulen Rapat
program/kegiatan menjadi sebuah dokumen dan ]______>[ I Makan minum,
menyerahkannya kepada Kadis untuk dicermati dan '{ =T computer, ATK
dikoreksi. l

6 |Memeriksa dan mengoreksi draft, jika sudah benar akan Draft rencana 1Hari |Dokument
disetujui dan diteruskan ke pelaksana untuk difinalisasi. ) program/kegiatan rencanaprogram /
Jika tidak, maka akan dikembalikan ke Kabid untuk Tidak kegiatan
diperbaiki sesuai arahan.

Ya

7 |Staf pelaksana menyelesaikan draft, kemudian Dokument rencana 10 Menit |Dokument
melaporkan hasilnya ke Kepala Bidang dalam bentuk|— program / kegiatan rencanaprogram /
laporan. e kegiatan

8 |Kepala Bidang memeriksa hasil draft, apabila setuju 5 Laporan 1 Hari Laporan
menyampaikan hasil draft dalam bentuk laporan ke
Kepala Dinas, dan apabila tidak setuju dikembalikan / Ya
kepada Pelaksana untuk diperbaiki. 3

9 |Kepala Dinas memeriksa laporan. Apabila setuju Laporan Laporan
menandatangani dan jika tidak setuju dikembalikan Tidak
kepada Kepala Bidang untuk diperbaiki.

10 |Mendokumentasikan dan mengarsipkan laporan. Laporan 10 Menit |Arsip Laporan
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Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana : s

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur
di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 469).

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02 Tahun 2019 tentang
Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2

1. Memahami Pentingnya Standar Mutu

Memahami Pentingnya Perizinan UKM
Mengetahui dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

2.
3.
4. Mengetahui tugas dan fungsi sistem prosedur

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Pengolahan Data dan Informasi UKM
2. SOP Pelaksanaan Pelatihan UKM

1. ATK
2. Komputer, Printer, LCD, HVS
3. Jaringan Internet

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila pelayanan perizinan UKM pada Bidang Pemberdayaan UKM yang diajukan tidak disetujui,
maka legalitas UKM tidak terpenuhi sehingga mengakibatkan produk UKM tidak bisa dipasarkan
serta tidak tersedianya pembiayaan bagi UKM dalam pengembangan usahanya.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy sebagai Dokumen Kegiatan




Mutu Baku

No. Tahap Kegiata Keterangan
e it il Kepala Bidang Pelaksana Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 |Merencanakan pelaksanaan Standarisasi dan Perijinan UKM pada Agenda dan ATK 1Hari |Draf Rencana
Bidang Kegiatan

2 |Menginventarisir data pelaku UKM, menentukan standarisasi Data, Bahan, 1Hari [Data
berdasarkan jenis produk, dan melaksanakan Pertemuan/sosialisasi Komputer, Lapangan
antara UKM dengan Lembaga standarisasi dan institusi yang ; . HVS
mengeluarkan ljin UMK.

4 |Melakukan rapat internal menentukan waktu pertemuan dan tempat v Ruang pertemuan, 2 Jam .
pertemuan Menentukan standarisasi berdasarkan jenis produk E ] | laptop, makan minum Hasil

Pertemuan

5 [Melaksanakan Pertemuan/sosialisasi antara UKM dengan Lembaga Tempat Pertemuan, 5Hari |Pemahaman

standarisasi dan institusi yang mengeluarkan ljin UMK [ I LCD, dan Penilaian
i i Komputer, Sample Produk

6 |Menugaskan Pendamping untuk membantu proses pengurusan, dan v Surat Tugas, SPPD, 1 Hari |Pelaksanaan
melaporkan kepada Kepala Bidang tentang hasil dari lapangan serta -'-‘ l Kendaraan Pemantauan
Pembuatan laporan hasil ke lapangan diserahkan kepada Kepala Tidak h
Bidang

7 |Memeriksa hasil Pembuatan laporan ke lapangan, apabila disetujui \ Komputer, HVS 1Jam |Hasil
diteruskan ke Kepala Dinas, apabila tidak disetujui dikembalikan : = Pelaksanaan
kepada Pelaksana untuk diperbaiki. l Kegiatan

a Ram tanian

9 |Kepala Dinas memeriksa hasil yang telah dibuat dan dicapai dalam Buku laporan 1Jam |Ditandatangan
pendampingan ke UKM. Jika setuju menandatangani dan Tidak ildisahkan
menyerahkan kepada Pelaksana untuk didokumentasikan dan
diarsipkan, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris untuk
diperbaiki.

10 |Mendokumentasikan/ pengarsipan sebagai bahan dokumen dan arsip Dokumen 1Jam |Arsip
Bidang. pengarsipan

A
Selesai |

sebagai bukti
kegiatan
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Judul SOP Temu Kemitraan-——=—

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur

di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun

2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

(Berita Neaara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 469).
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembanaunan Janaka Menenaah Daerah Provinsi Nusa Tenaaara Timur Tahun 2018-2023.
Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan

atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2,

1. Memahami Tugas Kemitraan
Menjembatani keriasama dengan pihak ketiga
Menjaga kesinambungan kerjasama

2.
3
4. Mengetahui dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Pengolahan Data dan Infromasi UKM
2. SOP Pelayanan Perizinan UKM

1. Ruangan Pertemuan

2. Display Produk

3. Komputer, Printer, LCD, HVS,
4. Jaringan internet

T’erirmatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Fasilitasi Kemitraan UKM dengan Lembaga dan Pelaku Usaha lainnya pada Bidang
Pemberdayaan UKM yang diajukan tidak disetujui maka banyak produk UKM yang tidak bisa
dipasarkan dan diminati konsumen serta Pelaku UKM sulit memperoleh akses modal usaha

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy sebagai arsip




Mutu Baku
o Tahap Knglatsn Kepala Bidang | Staf Pelaksana | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output Keduringun
1 2 3 4 5 6 V4 8 9
1 |Menugaskan staf untuk membentuk tim pelaksanaan m Agenda Kerja 30 Menit Draf rencana kegiatan
program kegiatan Kemitraan UKM dengan Pihak Ketiga. -
2 |Menginventarisir data pelaku UKM yang perlu dimitrakan Draf Rencana 1 hari Data lapangan
dengan pihak ketiga serta berkoordinasi dengan Pihak Kegiatan, Data UKM
Ketiga yang dimaksud
3 |Menentukan pihak ketiga yang akan melakukan kemitraan Data UKM,Data lapangan, dan Data 1 hari pendataan
/kerjasama Pihak Ketiga
4 |Melakukan rapat internal untuk menentukan jadwal dan pendataan, Ruang pertemuan, 2 Jam Hasil pertemuan
tempat pertemuan — :_":l laptop,makan minum
5 |Memfasilitasi pertemuan antara UKM dengan Pihak Ketiga Tempat Pertemuan, LCD,+F9 1 hari Pemahaman dan
I:———-.I__I-——-—-—-[:j Komputer, Sample Produk, ATK, penilaian produk, Hasil
b o transport peserta, Hasil pertemuan pertemuan
6 |Menerima hasil Penyeleksian Pihak Ketiga terhadap produk Mutu produk, desain, 2 jam Persetujuan produk yang
Pelaku UKM yang akan menjalin kemitraan, dan l_j kemasan, Pemahaman dan lulus seleksi
melaporkan hasilnya kepada Kepala Bidang penilaian produk
7 |Memeriksa hasil Penyeleksian Pihak Ketiga terhadap \ Mutu produk, desain, 1 Jam Persetujuan produk yang
produk Pelaku UKM. Jika setuju melaporkan kepada bied kemasan, Pemahaman dan lulus seleksi
Kepala Dinas, jika tidak setuju dikembalikan kepada Staf| penilaian produk
Pelaksana untuk diperbaiki
8 |Memeriksa hasil Penyeleksian Pihak Ketiga terhadap Mutu produk, desain, 1 Jam persetujuan Produk yang
produk Pelaku UKM. Jika setuju meneruskan kepada Staf Tidak kemasan, Pemahaman dan lulus seleksi
Pelaksana untuk dibuatkan nota kesepahaman bersama. penilaian produk, Produk yang lulus
Jika tidak setuju dikembalikan kepada Kepala Bidang untuk seleksi
diperbaiki. POR—— -,
9 |Membuat nota kesepahaman bersama dan melaporkan Produk yang lulus seleksi, Laptop, 1 Jam Disetujui dengan ttd
hasilnya kepada Kepala Bidang. HVS,ATK untuk bukti telah ada
T b, kesepakatan
10 [Memeriksa hasil nota kesepahaman bersama, jika setuju \ Berkas persetujuan untuk nota 1 Jam Dokumen/Arsip, Nota
melaporkan kepada Kepala Dinas, jika tidak setuju Jink kesepehaman, Produk yang lulus Kesepahaman
dikembalikan kepada Staf Pelaksana untuk diperbaiki. Ve seleksi
11 |Kepala Dinas memeriksa hasil nota kesepahaman Nota Kesepahaman, Dokumen 1 Jam Di sahkan untuk
bersama, jika disetujui diteruskan ke Staf Pelaksana untuk sk persetujuan produk yag lulus seleksi mengetahui bukti telah
didokumentasikan, apabila tidak disetujui dikembalikan ke ada kesepakatan
Kepala Bidang untuk diperbaiki.
—
12 [Mendokumentasikan/mengarsipkan nota kesepahaman Dokumen pengarsipan 30 Menit Arsip
sebagai dokumen/arsip bidang Selesai sebagai bukti kegiatan

Salinan sesuai dengan aslinya

ODERMAKS SOMBU, SH, MA, MH
NIP. 196609181986021001
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